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BUPATI TEBO,

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2A2O tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2Al7-2O22 dan untuk

tertibnya administrasi maka perlu merubah Peraturan

Bupati Tebo Nomor 1OO Tahun 2Ol7 tentang Rencana

Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

Tahun 2Ol7-2A22;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo

Nomor 10O Tahun ZALT tentang Rencana Strategis

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2AL7 -

Mengingat

2022.

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun L999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor ls2,Tambahanlembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903), oebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOO

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

Tahun L999 tentang Pembentukan Kabupaten



sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

danKabupatenTanjungJabungTimur(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3e6e);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang

KeuanganNegara(IrmbararrNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 47, Tartbatran l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor a286),;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4, tentang Sistem

Perencanaan Pembanguna:r Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor442 1);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OA7 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2OA5-2O25 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AOT Nornor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aTOA\

6. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor4725) ;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Repukrlik Indonesia Tahun zOlL

Nomor 82, Tambahan limbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2Al9

tentang Perubahan Atas {.}ndang - Undang Nomor L2

Tahun 2O1t tentang Pembentukan Peraturan

Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik

Indonooia Tahun 2019 Nornor 180, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},

sebagaimana telah beber:apa kali diubah terakhir

dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5679);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA6 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentantg

laporan Penyelenggaraall Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

11. Peraturan Pemerintah No:nor 8 Tahun 2OO8 tentang

Tahapan, Tata Cara Pen"yusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun

2018 Nomor 2);

13. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2AL9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2AL9 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 63221;

14. Peraturan Pemerintah Nornor 13 Tahun 2Ol9 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lernbaran Negara Tahtrn 2OL9 Nornor 63231;



15. Peraturan Presiden Nomor' 87 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan

Tahun 2OLl tentang

Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2Ol4

Nomor 199);

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2015-2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2o::TtentangRencanaTataRuangWilayahNasional(
14.LembaranNegaraTahun2OlTNomor60a2l;

lT.PeraturanPresidenNomor59Tahun2ot7tentang
PelaksanaanPencapaianT\rjuanPembangunan
Berkelanjutan(LembararrNegaraRepubliklndonesia

Tahun 2OL7 Nomor 136);

1g. Peraturan Presiden Nom0r 18 Tahun 2a2A tentang

Rencana Pembangunan ,Jangka Menengah Nasional

tahun 2a2o-2A24 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 1O);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8o Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Tahun 2015 Nomor 2A3q sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

L2oTahun 2018 (Berita Negara Tahun 2Al8 Nomor

157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2AL7

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

PemerintahDaerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Ne6eri Nornor 8O Tahun 2015 tentang Pembcntukan

Produk Hukurn (Berita Negara Republik Indonesia.

Tahun 2OL8 Nomor f 57);

Llndang-Undang

Pembentukan

Nomor 12

Peraturan



22.Perat:aranMenteriDalamNegeriNomorgoTahun2ol9
tentang Klasilikasi, Kodefikasi' dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah(Berita Negara Reprrblik Indonesia Tahun 2O19

Nomor 1447);

23. Peraturan Daerah KabuPaten Tebo Nomor 6 Tahun

2O13 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Tebo Tahun 2Ol3-2O93 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tebo Tahun 2013 Nomor6);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun

2Ol4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2OO7 Tentatg

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Tebo Tahun2 0A6-2026;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten

Tebo Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah

beberapa kali di ubahteral*tir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan Kedua Atas lleraturan Daerah Kabupaten

Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (lrmbaran Daerah

Kabupaten Tebo Tahun 2O19 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor I Tahun

2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Ivlenengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tebo Tahun 2Ol7 -2022 (lembaran Daerah

Kabupaten Tebo Tahun 2O2O Nomor 1).

MEMUTUSRAIY:

PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 1OO TAHUN

2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN

KEUANGAN DAER/d\H KABUPATEN TEBO TAHUN 2017.

2022.

Menetapkan :



PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 100 Tahun 2Ol7

tentang Rencana strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun

2Ol7 - 2022, diubah sebagai berikut:

l_. Ketentuan pasat 5 poin a dan poin c diubah, sehingga Pasal 5 poin a dan c

berbunYi sebagai berikut:
Pasal 5

Renstra Badan Keuangan Daerah KabUpaten Tebo sebagaimana

dimaksuddalamPasal3bertujuandanberfungsiuntuk:
a. Menjabarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo tahun 2017-2022 sesuai tugas dan

fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dan memberikan

pedoman bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dalam

melaksanakan program/kegiatan Pemerintah dan Pembangunan

serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5

(lima) tahun yaitu dari tahun 2Ol7-2O22;

c. Sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam men5rusun

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahunan, sehingga pelaksanaan

pembangunan dapat berkesinambungan dan selaras dengan Renstra

guna mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tebo.

2. Ketentuan Pasal6 diubah, sehingga Pasal6 berbunyi:

Pasal 6

(1) Kepala Badan Keuangan Daerah melakul<an pengendalian dan evaluasi

internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

ditetapkan didalam Renstra;

(21 Hasil pengendalian dan evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten

Tebo;

(3) Kepa1a Bappeda dan Litbang melakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap program dan kegiatan yang sudah ditetapkan didalam Renstra

Badan Keuangan Daerah ;

l4l Kepala Bappeda dan Litbang didalam melakukan pengendalian dan

evaluasi terhadap program dan kegiatan j"Sa harus memperhatikan hasil

pengendalian dan evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2);

(5) Hasil pengendalian dan evaluasi Renstra sebaga-imana dimaksud
pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati oleh KepalaBappeda dan

Litbang;
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(6) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan

evaluasi Renstra ditemukan adanya ketidaksesuaian / penyimpangan,

Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan
rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk
ditindaklanjuti;

(71 Hasil tindak lanjut rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati
melalui Kepala Bappeda dan Litbang.

Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal, 1 B-s-2020

TEBO,

I

t}€

E
uI
o.

Diundangkan di Muara Tebo,

tanggal, 1u-B- 2A2O

DAERAH

TEBO,

(t,

DAERAH KABUPATEN TEBO

t

2020 NOMOR B5



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena

dengan atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana

Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2Afi-2022 dapat

diselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Tebo Tahun 2017-2022 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD

Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Adapun salah satu tujuan disusunnya

Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2017-2A22 adalah untuk

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan jangka

menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis Perangkat Daerah dan menunjang

proses internalisasi perencanaan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo guna

menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan

dan berkelanjutan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Tebo tahun 2017-2022 ini. Semoga dengan ditetapkan

Perubahan Renstra ini dapat menjadi media peningkatan kinerja Badan Keuangan

Daerah Kab. Tebo.

Muara Tebo, 13 Agustus 2020
KEP DAERAH

Tk. t
204212 1002

*
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2Ai7-2A22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Keda Pemerintah Daerah

sebagai Rencana Kerja Tahunan. Selain itu setiap Organisasi Perangkap

Daerah diwajibkan pula untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk

periode lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan

Program sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) perangkat daerah,

yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 yang merupakan

penjabaran Visidan Misi Bupati dan Wakil BupatiTebo.

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20A4 dan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diatas, Renstra Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Tebo ini juga disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor

62 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo. Mengenai Uraian

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo tertuang

dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2A18 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ke[a Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Tebo

Sehubungan dengan hal dimaksud, Badan Keuangan Daerah

berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas

kegiatan pembangunan yang dapat di realisasikan sesuai dengan potensi dan

kemampuan seluruh stakeholder di Kabupaten Tebo dengan tetap

memperhatikan kebijakan dari Kepala Daerah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo berharap dapat terus

mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat, keinginan ini menjadi komitmen yang dituangkan dalam

bentuk perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan

pertanggungjawaban kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

berupa : "Perencanaan Strategis".

PEITDA}IULUAN
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Disamping itu penyusunan Perubahan Renstra ini juga bertujuan untuk

membangun sistem akuntabilitas dan kinerja Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Tebo sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip

pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang baik selanjutnya dapat

memberikan arah dan pedoman yang dijadikan acuan dalam pengambilan

keputusan segenap aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.

Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Tebo berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang

waktu 5 (!ima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam

rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Tebo. Tercapainya sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

beserta sasaran satuan kefia lain, secara simultan, diharapkan mampu

mewuj udkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Tebo.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo saat ini melaksanakan

perubahan Renstra didasari dengan adanya perubahan yang mendasar

terutama dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini menyebabkan

terjadinya perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah, Fungsi, Urusan,

Program, Kegiatan, Sub Program, lndikator Kinerja dan Kode Rekening

Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan Perubahan Renstra Badan

Keuangan Daerah Tahun 2017-2022.

1.2 Landasan Hukum

Sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Tebo yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan "Rencana Strategis"

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3903), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3969);

PEITIDAHULUAN
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20A4

Nomor 1O4,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor M21);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2414 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional (Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 60a2);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 2);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan

daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang

Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 136 Tahun 2017);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasiona! Tahun 202A-2A24 (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2A2O Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
PENDAHUTUA'{
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Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor

1213);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2018);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018

Nomor 1540);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) JambiTahun 2016-2021;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 201T2033;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 20A7 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2A22; dan

22. Peraturan Bupati Tebo Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Tebo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2416 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2);
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2417-2022.

,.3 Maksud dan Tujuan

{.3.1. Maksud

Dokumen Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

tahun 2Afi-2022 disusun untuk digunakan sebagai acuan resmi bagi Badan

Keuangan Daerah dalam pilihan program dan kegiatan tahunan, oleh karena itu isi

dan substansinya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, lndikator, Strategi,

Kebijakan, Program dan Pagu lndikatif dalam kurun waktu lima tahun. Renstra

dimaksudkan juga untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program

pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong

terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh

Bupati dan Wakil Bupati Tebo 2017-2022 dengan memperhatikan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2424 serta

berbagai aspirasi seluruh stakeholderpembangunan di Kabupaten Tebo. Pencapaian

tersebut, ditempuh melalui suatu rangkaian kegiatan secara terpadu dan terarah,

sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program dan pagu indikatif yang ditetapkan

dalam kurun waktu lima tahun.

1.3.2. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan diatas Perubahan Renstra Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Tebo disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menefiemahkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam

berbagai prioritas dan kebijakan pembangunan

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan

jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis Perangkat Daerah dan

menunjang proses internalisasi perencanaan di Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Tebo guna menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara

efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

3. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tebo

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Tebo;

4. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis

dan berkelanjutan;

5. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah
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tahun 2017 sampai dengan tahun 2022..

1.4 Sistematika Penulisan

Sistimatika Penulisan Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Tebo Tahun 2017-2022 dengan penjabaran sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PEISYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN

TEBO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Tebo

2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN TEBO

3.1 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan

Keuangan Daerah Provinsi Jambi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5 Penentuan lsu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.'l Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah

KabupatenTebo

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2,1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2CI16

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah

mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan, untuk

melaksanakan tugas dimaksud Badan Keungan Daerah menyelenggarakan fungsi::

a. perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah berdasar peraturan perundang-

undangan;

b. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah;

c. pengoordinasian penyelenggaraan keuangan daerah;

d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan

Keuangan Daerah;

e. penyelenggaraan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang keuangan daerah

sesuai dengan kewenangan daerah;

f. penyelenggaraan tugas di bidang anggaran, pendapatan daerah, perbendaharaan

dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan serta pemanfaatan &

pengendalian aset daerah;

g. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang anggaran, pendapatan

daerah, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan

serta pemanfaatan dan pengendalian aset daerah;

h. pemantauan, evaluasidan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

Badan Keuangan Daerah merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Tebo terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan

1) subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi

2) subbagian umum, kepegawaian dan aset.

3. Bidang Pajak dan Pendapatan lainnya dipimpin oleh seorang kepala bidang

membawahkan :

1) subbidang pendataan, penetapan, keberatan dan penghapusan pajak
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2) subbidang penagihan pajak

3) subbidang pendapatan lainnya.

4. Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang membawahkan :

1) subbidang anggaran belanja tidak langsung;

2) subbidang anggaran belanja langsung

3) subbidang anggaran pembiayaan manajemen kas.

5. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang kepala bidang membawahkan:

1) subbidang perbendaharaan,

2) subbidang penelitian dokumen dan arus kas;

3) subbidang pelaporan arus kas.

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang

membawahkan :

1) subbidang monitoring dan evaluasi;

2) subbidang akuntansi

3) subbidang pelaporan.

7. Bidang Aset dipimpin oleh seorang kepala bidang membawahkan :

1) subbidang perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan aset;

2) subbidang penatausahaan aset

3) subbidang penghapusan dan pemindahtangan aset.

8. Unit Pelaksana Teknis Badan.

L Kelompok Jabatan Fungsional.
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Secara keseluruhan struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Tebo secara rinci pada tabel berikut :

struktur o,g",i"I::::: leuansan Daerah

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat dan masing-masing Bidang

adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat

mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah. Untuk

melaksanakan tugas dimaksud pada ayat Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran bidang

keuangan;

KEPAIA
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b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

e. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2. BIDANG PAJAK DAN PENDAPATAN LAINNYA

Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang

mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pendataan dan

penetapan dan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah, Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) serta pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan,

pembebasan pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan

(PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),

pelaporan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pajak dan

Pendapatan Lainnya menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja/kegiatan Bidang Pajak Daerah, Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) dan Pendapatan Lainnya sebagai pedoman dalam

pelaksanan tugas;

b. pengoordinasian dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;

c. pemberian petunjuk kepada bawahan baik tertulis maupun lisan agar tugas

dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang

berlaku;

d. pengoordinasian pelaksanaan pendataan, penetapan, penagihan pajak

daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dana perimbangan dan

pendapatan lain-lain yang sah;

e. pembinaan terhadap penatausahaan administrasi penerimaan pajak daerah,

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan



Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dana perimbangan dan pendapatan

lain-lain yang sah;

f. pelaksanaan koordinasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah instansi

yang lebih tinggi baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi

Khusus (DAK), dana percepatan, hibah dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk

menyusun perencanaan dan pengembangan dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah;

g. penerimaan, penelitian, pemeriksaan dan pemprosesan serta pengoordinasian

penyelesaian pengajuan permohonan keberatan, banding dan keluhan

masyarakat terhadap surat ketetapan pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB);

h. penyajian informasi pendapatan daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan

Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) secara tepat pada semua unit pelaksanaan secara terintegrasi;

i. penyiapan analisis terhadap sumber-sumber pendapatan daerah baik dari

sektor pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-

P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dana

perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah;

j. pemeriksaan, pengoreksian dan pengevaluasian hasil kerja bawahan sebelum

disampaikan kepada atasan;

k. pelaporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan

sebagai bahan masukan kepada pimpinan; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

3. BIDANG ANGGARAN

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok

merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan

pengelolaan anggaran. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Anggaran

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang pengelolaan

anggaran daerah;
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c. pengoordinasian dan penyelenggaraan penyusunan anggaran dan

administrasi anggaran daerah;

d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengelolaan anggaran

daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

4. BIDANGPERBENDAHARAAN

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas

pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau

kegiatan pelayanan perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud

Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis manajemen perbendaharaan berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;

b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang manajemen

perbendaharaan;

c. pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas perbendaharaan umum dan

perbendaharaan gaji;

d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas manajemen

perbendaharaan;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang perbendaharaan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan

program danlatau kegiatan akuntasi dan pelaporan pendapatan dan belanja

daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan pendapatan

dan belanja daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai

kebijakan Kepala Badan;
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b. penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang akuntansi dan

pelaporan pendapatan dan belanja daerah;

c. pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas akuntansi dan pelaporan

pendapatan dan belanja daerah;

d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas akuntansi dan pelaporan

pendapatan dan belanja daerah;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang akuntansi dan

pelaporan pendapatan dan belanja daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

6. BIDANG ASET

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan

tentang pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang

Aset menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan

pengelolaan aset daerah;

b. pengoordinasian dan melakukan penghimpunan dalam rangka penelaahan

atas usulan rencana kebutuhan aset daerah dan rencana kebutuhan

pemeliharaan aset daerah kepada pejabat pengelola aset daerah;

c. pengoordinasian penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan serta pengamanan

aset daerah;

d. pengoordinasian pengaturan pemanfaatan dan penggunaan aset daerah;

e. pengoordinasian penetapan status penggunaan dan penguasaan aset daerah;

f. pengoordinasian pengaturan penghapusan dan pemindahtanganan aset

daerah;

g. pengoordinasian pelaksanaan penatausahaan, inventarisasi dan pengendalian

aset daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Tebo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2416
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tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan jumlah pegawai s/d

bulan Desember 2019 sebanyak 47 orang, yang secara keseluruhan dapat dilihat

ada tabeldibawah :

Tabel2.2

Jumlah SDlti berdasarkan tingkat pendidikan dan Golongan / Eselon

Kualifikasi Pendidikan

SD SLTP SLTA DlrDlI DIV s-1 s-2 s-3 Jumlah

L P L P L P L P L P L P L P L P L P
Tota

I

6 3 6 3 15 I 2 2 29 17 46

Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Golongan I Golongan ll Golongan Golongan
IV

L P L P L P L P

I 3 15 14 5

Struktural
Fungsional Jumlah

Eselon ll Eselon lll Eselon lV Jumlah

L P L P L P L P L P L P Total

1 5 1 8 I 14 I 15 7 29 17 46

Adapun jumlah pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

berdasarkan tingkat pangkaUgolongan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Jumlah SDill sesuai PangkaUGolongan

No Pangkat Golongan Jumlah Persentase

1 Pembina Utama Muda / lV.c 0 0.00o/o

2 Pembina Tingkat l/ lv.b 2 4.%o/o

3 Pembina llV.a 3 6.52o/o

4 PenataTingkatl/lll.d 7 15.21o/o

5 Penata / lll.c 12 26.A8olo

G,AiIIBARATT PETAYAI{AN EADAI{ XEUAT{GAT{ MERAH XABUPATEN IEEO



No Pangkat Golongan Jumlah Persentase

6 Penata Muda Tingkat l/ lll.b 6 13.44%

7 Penata Muda / lll"a 4 8.69%

I Pengatur Tingkat I / ll.d I 19.56%

I Pengatur 1 ll.c 2 4.34o/o

10 Pengatur Muda Tk I / tl.b 1 2.17o/o

11 Pengatur Muda / ll.a 0 0.00%

Jumlah 46

Selain itu, pada bagian ini akan diuraikan keberadaan SDM pada Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Tebo berdasarkan keikursertaan dalam pelatihan

perjenjangan sesuai Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel2.4

Jumlah SDM dalam pelatihan perjenjangan pada BKD

Kabupaten Tebo

No Pendidikan Jumlah

1 Diklatpim Tk. Il 1 oranq
1 Diklatpim Tk. lll 3 oranq
2 Diklatpim Tk. lV 13 oranq

Jumlah 17 orang

2.2.2 Perlengkapan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Tebo dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Kantor (Gedung)

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo terletak di Komplej Perkantoran

Seentak Galah Serengkuh Dayung Jl. Lintas Tebo- Bungo KM. 122.

b. Sarana Kendaraan

Sarana kendaraan terdiri dari roda 4 sebanyak 8 buah dan roda 2 sebanyak 25

buah, seluruhnya dalam keadaan baik dan berfungsi optimal. Walaupun dengan

frekwensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama pada saat

penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta pembagian Hibah dan Bantuan

Sosial sangat terasa masih sangat kurang.

c. PeralatanElektronik

Peralatan elektronik unit untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat

yang terdiri dari komputer (PC) sebanyak 22 unit, Laptop sebanyak 40 unit dan
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Note book sebanyak 5 unit. Printer sebanyak 46 buah dan server aplikasi

sebanyak 8 buah. Sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat

perforasi masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektrik dalam

mendukung kelancaran pekerjaan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam merumuskan perencanaan sasaran, arah kebijakan, hingga

program prioritas setiap tahapan pembangunan, khususnya rencana

pembangunan jangka menengah, pemerintah daerah perlu melihat kembali

capaian pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Hal ini

dilakukan melalui evaluasi dan analisis terhadap pencapaian indikator-

indikator pembangunan daerah sebagai mana yang telah disepakati dan di

tetapkan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Selain itu, evaluasi

setiap tahapan pembangunaan akan menyelaraskan setiap program kegiatan

ke arah satu koridor pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang

Kabupaten Tebo serta menunjang pencapaian tujuan pembangunan jangka

menengah nasional.

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui indikator-indikator mana saja

yang telah tercapai, mana yang belum tercapai, apa saja kendala dan

hambatannya, dan apa yang harus disempurnakan agar pencapaian target

pembangunan lebih optimal. Selain itu, evaluasi ini juga akan menghasilkan

identifikasi permasalahan baru yang timbul dalam pembangunan, faktor-faktor

efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat

diantisipasi sejak dini dan dirumuskan respon yang sesuai dalam penyusunan

perencanaan pembangunan ke depan, berikut capaian indikator Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2019 disajikan pada table

2.5 dibawah ini.

W
ffi
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PERUBAHAN RENSTRA BADAN I(EUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAII U N

2077 -2022

Tabel 2.5
Pencapaian Kineria Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

Tahun 2017-2019

No lndlkator SPItI/Standar
Narlonal IKK Satuan

Target Renstra Porangkat
Daerah

Reallsasl Capalan Raslo Gapalan

Tahun
2017

Tahun
2018

Tahun
20{9

Tahun
2017

Tahun
2018

Tahun
2019

Tahun
2017

Tahun
2018

Tahun
2019

I 2 3 1 5 I 7 8 I {0 11 12 13 11

I lndlkator KlnerJa Utama

1
Ketopatan waktu penyusunan APBD
dan Perubahan APBD Kebupaten Tebo Ya^idak Tepat

WaKu
Tepat
Waktu

Tepat
WaKu

Tepat
WeKu

Tepat
WaKu

Tepat
Waktu

100% lAOo/o 1@o/o

2
Opini BPK Terhadap Laporan
Keuangan Pernerintah Daerah

Ya/tidak WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100Yo 10044 1O0o/o

3 Persentase sorapan belanja daerah Persen 89.54 92.57 89.90 89.54 95.4.6 94.17 100.00 103.12 10d..74

4
Persentase Aset tetap yang
dimanfaatkan

Persen 0.0068 0.0064 0.0076 0.0068 0.0064 0.0076 100.00 100.00 100.00

5 Persentase AEet tetap yang digunakan Persen 99.93 99.93 s9.s5 99.93 99.93 99.95 100.00 100.00 100.00

6
Persentaso capaian pendapatan
daerah

Persen 95.00 96.00 97.00 95.6S 100.47 99.24 100.73 104.66 102.31

7
Persentase Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah

Persen 7.00 7.00 7.00 8.76 9.M 9.88 125.14 134.86 't41.14

2 lndlkator Klnorja Poryram

'l Persentase Penyelesaian Administrasi
Perkantoran

Persen 100 100 100 100 't00 100 100.00 100.00 't00.00

2
Persentas€ Pemenuhan Sarana dan

Presarana Aparatur
Persen 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00
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PERUBAHAN RENSTRA BADAN I(EUANGAN DAERAH I(ABUPATEN TEBO
TAHUN

2011,2022

No lndlkator SPilIStandar
Naslonal

IKK Satuan

Taryet Renstra Perangl€t
Daerah

Reallsesi Capaian Raslo Capalan

Tahun
2017

Tahun
2018

Tahun
2019

Tahun
2011

Tahun
2018

Tahun
2019

Tahun
2017

Tahun
20t8

Tahun
2019

t 2 3 4 5 6 7 I I t0 11 12 ,3 11

3 Psrsentase Disiplin Aparatur Persen 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00

4
Persentase Peningkatan Sumber Daya

Aparatur yang Memenuhi Standar
Kornpetensi

Persen 10 20 30 10 20 31 100.00 100.00 103.33

5
Opini BPK Terhadap Laporan
Keuangan Pernerintah Daerah

Ya/tidak WTP WTP WTP WTP t^nP WTP 100o/o 1000/6 10006

6 Persentase Capaian Taq€t PAD Persen 80 100 100 91.24 102.19 107.98 114.05 102.19 107.98

7
Persentase Legalitas Tanah Aset
Pemerintah

Persen 30 33 35
31.50 33.00 35.00 105.00 100.00 100.00

8
Jumlah Dokumen Keuangan Daerah

yang terbit sesuai dengan aturan yeng
berlaku

Dokume E 5 5
5 5 5 100.00 100.00 't00.00

9
Persentase Realisasi Serapan BL,

BTL, Pembiayaan
Percen 89.54 95.46 89.90

89.54 95.00 94,17 100.00 99.52 l0,4'.75

10
Peeentase Optimalisasi aset yang

tidak lagi dimanfaatkan
Persen 0.0053 0.0053 0.0054

0.0053 0.0054 0.0043 100.00 101.89 79.63

11
Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik

Daerah yang Wajar
Ya/tidak

T6pat
Wd(u

Topat
Waktu

Tepat
Waktu

Tepat
Waktu

T€pat
WaKu

Tepat
Waktu lOAo/o 100o/o 100o/o

12
Jumlah penyelenggaraen Pameran
lnvestasi

Kali 1 1 1 1 1 I 100.00 100.00 100.00
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Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada

aspek pendanaan pelayanan Badan Keuangan Daerah, dilakukan analisis

pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Keuangan Daerah melalui pelaksanaan

Renstra Badan Keuangan Daerah periode perencanaan sebelumnya yang disajikan

pada tabel 2.6 berikut ini:
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Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan (per kegiatan) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

Tahun 2017-2019

t*f***tfi

I /.11{UN

:017 I02}

U,rlrn

Anggrr.n prdr Trhun kc- Rrlllll.l Angoaran p!d! Tlhun ka. Rmlo Antrn Rr.ll.$l dan
Angg.ran T.hun k . R.tr.6t. Plrtumbuh.n (%)

2017 20r8 2010 2017 20ta 2019 2,J17 2016 2010 AnOgr..n R.ell[31

I 2 3 4 7 8 I 12 ,l3 14 17 t8

Uruoan wajib

PomcrintEhan umum

tsELANJA LANGSUNG 2,455,027,000 2,698,1 r7,760 3,646,388,900 2,217,21135e 2,'172,033,r23 3,0t4,1 r7,586 00.!1 80,60 83,70 22.E2 0.82

PROGRAiiI PELAYANAN
ADtTINISTRASI PERXANTORAN 1.91 6,862,000,00 2,177,017,760.16 1,t81,025,200.00 1,76',t ,741,374,00 1,7il,t63,54t,00 1 ,71 0,023,7tC.00 01,t1 7e,61 00.01 0,01 0.87

PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT

9,000,000.00 1 2,500,000.00 12,500,000.00 9,000,000.00 5,91 0,000.00 12,450,000.00 100.00 47.28 99.60 19.44 16.61

PENYEDIAAN JASA KOMUNII(ASI,
SUMBER DAYA AIR DAN TISTRIK

21 5,000,000.00 219,800,000.00 215,480,000.00 1 92,549,822.00 '174,438,162.00 1 83,624,787.00 89.56 79.36 85.22 0.13 4.68

PENYEDIAAN JASA JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN

4,032,000.00 1 80,932,760.1 6 4,435,200.00 3,588,793.00 3,9'15,690.00 827,200.00 14.14 2,144.94 4.13

PENYEDIAAN JASA JAMINAN
BARANG MILIK DAERAH

25,000,000.@ 25,000,000.00 30,000,m0.00 23,653,750.00 23,497,585.00 ?9,31 3,350,00 94.62 93.99 97.71 10.00 o.21

PENYEOIAAN JASA
PEMELIHARMN E PERIZINAN
KENDARAAN OINAS/OPERASIONAL

9,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 8,148,300.00 '10,311,200.00 12,971,800.00 90.51 8.74 86.48 33.33 13.42

PENYEOIAAN JASA ADMINISTRASI
KEUANGAN

331,820,000.00 369,1 10,000.00 369,1 10,000,00 329.480,000.00 316,252,000.00 331,010,000.00 99.29 85.68 89.68 5.62 1,98
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Anggann prdr Trhun ka- Rcallfa.l Anggrran prdr Trhun ka- Angg.ran T.tun k.. Rltr.nt Porlumbuhan (.it)

20'17 2018 201e 2017 2014 20'10 2017 2016 m10 Angg.r.n R.rlli..l

,l 2 3 1 7 I e 12 13 ta 1f 18

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
IqNTOR

83,000,000.00 73,000,000.00 73,000,000.00 62,969,500.00 68,000,000.00 71,072,500.00 99.95 93.15 98.18 7.4 4.02

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN
PERATAIAN KERJA

20,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 19,976,500.00 1 2,973,000.00 11,756,000.@ 99.88 43.?4 39.'19 25.00 17 .50

PENYEOIAAN ALAT TULIS KANTOR 150,000,000.00 1 50,000,000.00 150,000,000.00 149,94S,550,00 149,866,000.00 1 4S,791,000.00 99.97 99.91 99.86 0.03

PENYEDIMN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN

62,000,000.00 80,275,000.00 75,0@,000.00 61,399,000.00 70.552.400.00 73,450,750.00 99.03 87.89 07 02 11.45 7.47

PENYEOIAAN KOMPONEN
INSTALASI LI6TRIK / PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR

10,000,000,00 1 5,000,000.00 I 5,000,000,00 9,984,600.00 1 4,990,200.00 14,923,000.00 99.85 99.93 98.49 25,00 25.06

PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR

27S,000,000 00 242,000,000,00 10€,500,000.00 253,346,500.00 210,627,181.00 95,678,250.00 90.81 87.04 89.84 34,63 8,70

PENYEDIMN BAHAN BACMN DAN
PERATURAN PERUNOANG"
UNDANGAN

80,000,000,00 80,000,@0.00 100,000,000.00 79,795,000,00 80,000,000.00 94,730,000.00 ss,74 100.00 94,73 12.50 022

BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN 75,000,000,00 65,000,000.@ 65,000,000.00 43,560,300.00 45,504,000.00 62,147,000.00 58.08 70.01 95.61 6.67 2.4'l

RAPAT.RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH

500.000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 437,341,759.00 462,51 0,1 25.00 499,878,1 18.00 87.47 92.50 99.98 2.9?

PENYEDIAAN JASA TENAGA
PENOUKUNG
AOMINISTRASIiTEKNIS
PERKANTORAN

84,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 77,000,000.00 E2,000,000.00 66,000,000.00 e1.E7 0E.33 65.O0 21.43 3.15

PROGRAIII PEIIINGKATAN
SARANA DAN PRAEARAI{A
APARATUR

1 ,230,770,000.00 7.14,970,000.00 3,470,640,000.00 1,1 74,522,993.00 c20,30E,398.00 3,3.le,101,270.0(! 94.97 163.45 21.39
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Anggrnn prde Tthun ko" R.ell.rd An0grran pada T.hun k.. Rarlo Antffs Realltril dln
Anggrran Tlhun ko. Rrta'rut. Ponumbuhrn {%}

2017 20r8 2019 20't7 2018 2019 2017 2018 2019 Anggrran Rirlier.l

I 2 3 1 I 0 12 13 lil 17 t8

PEMBANGUNAN GEOUNG KANTOR 21 3,200,000.00 150,000,000.00 0 212,724,0@.04 1 49,599,000.00 0 99.78 64.82 15.34

PENGADMN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL

376,000,000.00 0 2,81 0,000,000.00 372,390,000.00 0 2,749,000,000.00 99.30 0,00 97.83 50.00 60.00

PENGADMN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR

323,500,000.00 102,000,000.00 0 298,048,000.00 101,790,000.00 0 g?.13 99.79 0.00 84.23 33.42

PEMELIHARAAN RUTIN/EERKALA
GEDUNG KANTOR

100,000,000.00 130,000,000.00 1 1 5,000.000.00 02,204,300.00 I 13,064,790,00 103,440,500.00 92.20 86.97 89.95 9,23 11.27

PEMEIIHARAAN RUTIN/BERKALA
xiroaRAqN prrulglope nnstor'rAr-

200,070,000.00 337,970,000.00 326,540,000.00 175,1 18,068.00 232,702,658.00 212,185,270.A0 68.86 92,77 16.53

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR

25,000,000,00 ?5,000,000,00 25.000,000.00 24,037,625,00 23,1 52,250.00 24,985,500.00 96.15 92.61 99.94 1.80

REHABILITASI SEOANG/BEBAT
RUMAH JABATAN

0 0 200,000,000.00 0 0 199,490,000.00 0,00 0.00 99,75

PROGRAM PENINOITATAN
DISIPLIN APARATIJR

1 24,000,000,00 135,000,000,00 08,000,000.00 1 04,1 71,000.00 105,!t0,000.00 60,000,000.00 84.01 78,19 49.24 20.38 0.45

PENGADMN PAMIAN DINAS
BESERTA PERLENGKAPANNYA

50,000,000.00 55,000,000,00 0 41,500,000.00 43,450,000.00 0 E3.00 7e,00 0.00 45.00 1.85

PENGADA{N PAKAIAN KHUSUS
HARhHARI TERTENTU

74,000,000.00 80,000,000,00 58,000,000.00 62,671,000,00 62,100,000,00 60,000,000.00 84.69 77,63 88.24 3,45 0.47

PROCRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR

160,000,000.00 130,000,000.00 180,000,000.00 133,521,230.00 116,lo0,435.00 132,756,100.00 89.54 1.68 6.34

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FORMAL

00,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 39,273,200.00 43,210,630.00 39,509,200,00 8t.46 83.t' 8.33 4,91
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Angg.rffi prdr Trhun h.. n rllll.l &rggnrrn prdr T$uft kr. Raalo Antrra Rarllxrl drn

Anggonn Tlhlln ka"
Rrt,nt P.numbuhrn{tt)

2011 20r8 20r9 2017 mr8 20{e ,1017 20tl 2010 Angigffrn n dl..tl

1 2 t a I I 0 l2 {3 t{ lt t8

BIMBINGAN TEKNI6
IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG.UNDANGAN

100,0@,000,00 80,000,000.00 100,000,000.00 94,248,030.00 73,199,805,00 93,246,900.00 u.25 s1.49 2.50 11.03

PROORAU PEI{INSXATAN
PgNOEiiEAnOAt{ gtSlEtT
P:LAPORAN CAPAIAN KINCR.IA
DAN I(EUANOAI.I

182,700,000.00 r8t,c00,000.00 112,100,000.00 160,643,900.00 '177,'[27,t00,00 r7t,otaozt.oo 67.93 90.78 2.43 5.23

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA & IKHTISAR REALISASI
KINERJA SXPD

16,125,m0.00 15,000,000.00 8,3m,000.00 13,875,000.00 11,s25,m0.00 3,200,000.00 86,05 76.83 32,49 8.83

PENYUSUNAN LAPORAN
PROGNOGSIS REALISASI
ANGGARAN

a,800,000.00 8,800,000,00 2,000,000.00 8,300,000,00 8,300,000.00 2,000,000.00 71.59 71,5S 100.00 38.64 0,3{

PENYUsUHAN TAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN

10,375,000.00 10,000,m0.00 3,200,000.00 8,476,000.00 6,600,000.00 2,726,000.00 at.17 06,00 8t.t6 35.81 3,02

PENYUSUNAN RENCANA KERJA
TAHUNAN/ RKT

22,400,000.00 25,200,000.00 14,600,000.00 16,593,900.00 20,043,600.00 13,576,800.00 74.08 79,54 s2.99 14.78 10.25

MONITORING EVATUASI DAN
PEIAPORAN PENATAUOAHMN
KEUANCAN SKPD

114,600,000.00 136,600,000.00 102,S00,000.m 107,900,000.00 133,059,200"00 95,190,905,00 e3,t0 ,7,t18 02.t1 2.88 11.52

MONITORING EVALUASI
REKONSILIASI LAPORAN
XEUANGAN PERANGI(AT DAERAH

0 63,100,000,00 0 0 62,359,320,00 0,00 0.00

PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAI'I 10,200,m0,00 0 U 9,100,000,00 0 0 99.22 0.00 0.00 50.00 50.o0

PROGRATI PENII{GKATAIII OAiI
PEiI(IETBAI'IGAN PENGELOLAAN
KEUAT{OAN DAERAH

5,732,'107,750.00 r,002,290,600,00 t,031,t4tt 000,00 4,899.782,808.00 .[c6436t,46i.00 t,La,t28,838.00 81.99 83.08 88.61 2.70 0.41

GAMBARAN PETAYANAITI BADATT XEUANGAN DAERAH XABUPATEN TEEO
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PENYUSUNAN $TAHDAR SATUAN
HARGA

154,500,000.00 200,000,0@.00 104,600,000,00 1.17,405,900,00 148,850,600,00 187,903,700,00 75,99 74,33 sE,!6 13,37 14.44

PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
ASET DAERAH

199,850,000.00 290,000,000.00 203,450,000,00 192,313,200.00 238,138,400,00 188,102,283.m 96.23 81.43 7.63 11.25

PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANO
APBD

339,300,000.00 400,000,000.00 4ES,050,000.00 252,480,71E,00 387,263,701.00 480,400,500.00 74.42 s€.82 20,08 20.81

PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN APBD

241,200,000.00 237,000,000.00 210,800,000.00 186,001,947.00 218,45S,498.00 207,m7,431,00 77.12 92.17 4.64 4.70

PENYUSUNAN RANCANCAN
PERATURAN OAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD

101,650,000.00 1 10,000,000.00 't16,650,000.00 101,514,400.00 105,936,000.00 ,i16,490,700.00 99.87 86,31 9€.86 7.13 2,?3

PET,IYUSUNAN RANCANGAN
PERATUMN KOH TENTAHG
PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PEIIKSANAAN APBO

1 01,650,000.00 1 10,000,000.00 84,850,m0.00 96,855,635.00 102,129,200.00 84,84S,900.00 94.S9 82.84 1@,00 7.52 2.80

SOs!\LI8A8I DAITI BIMTEK PAXET
REGULASI TENTANG
PENGELOLAAN KEUANOAN
DAERAH

181,800,000.00 214,825,000.00 177,075,000.00 130,946,800.00 152,702,A22.W 176,391,5€5,00 0,40 25.54

PENINGKATAN MANAJEMEN ASETi
BARANG DAERAH

180,824,000.00 182,.100,000.00 0 't25,394,350,00 162,995,000.00 0 4S.56 14.49

INTENgIFIXASI OAN
EKSTENSIFII(ASI SUMBER.
SUMBER PENDAPATAN DAERAH

670,341,500.00 359,6'12,500.00 818,095,000.00 476,261,800,00 248,248,500.00 752,9$,472.W ?1.03 68.48 s2.04 /rc,5€ 23.12

PEMELIHARAAN DAN
PENGEMBANGAN APLIKASI
PENGELOLAAN KEI,IANGAN
DAERAH

422,200,000,00 369,600,000.00 694,500,000.00 287,807,897.00 315,108,655.00 447,2A5,077,@ 68,17 85.26 64.40 s7.72 4,95

GAMBAMN PETAVANAN BADATT I(EUANGAN DAERAH IGBUPATEN TEBO
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PENATAAN ADMINISTRASI
PEMBEI.ANJMN DAN
PERBENDEHAMAN KEUANGAN
DAERAH

394,100,000.00 398,500,000.00 318,200,S0.00 340,423,331.00 374,510,085.00 2E8,606,083.00 88.66 93.98 93.81 e,82 3.49

PENGELOI.AAN DAN
PEMELIHARAAN GAJI KABUPATEN
TEBO

411,689,250.00 388,500,000,00 367,600,000.00 405,810,768.00 383,883,398.00 356,868,161.00 98,57 98.81 97.08 5.51 2.74

PEI{YUSUNAN PELAPORAN
sIsTEM AKUNTANSI INSTAN9I (MI) 22,000,000.00 0 0 7,330.000.00 0 0 33.32 0,00 0.00 50.00 60.00

PEMELIHARMN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEI'I
PENATMN ASET/BARANG

298,600,000.00 250,000,m0.00 225,500,000.00 278,s24,$e.00 183,335,239.00 168,188,500,00 92.25 13.18 1s.87

INVENTARIMSI/LAEEtISASI ASET
DAERAH

428,000,000,00 348,000,000.00 534,700,000,00 387,160,170.00 3S5,853,868,00 465,980,000.00 s0.48 12.41 1.21

PENYUSUNAN LAPORANG
KEUANGAN SEMESTERAN
KABUFATEN TEBO

58,450,000.00 65,000,000.00 58,600,000.00 51,852,800.@ 82,219,200.00 56,600,m0,00 88.1 1 96,72 t00.00 1.24 9.95

PENYUSUNAN PEIAPORAN
KEUANGAN AKHIR TA}.IUN
I(AEUPATEN TEBO

I 1 4,276,000.00 r25,000,000.00 106,714,000.00 105,101,500.00 119,480,S80.00 ,05,273,700,00 91.97 s5.57 98.65 2.82 a.77

PENYUSUNAN PEIAPORAN
PROGNOGSIS REALISASI
ANGOARAI.I KABUPATEN TEBO

65,912,m0,00 75,000,000.00 76,200,000.00 62,055,600.00 6S,64S,700.00 75,888,800.00 E4.15 92.87 9S.56 7.69 8.16

PHNYUBUNAN BAHAN
RAIICANSAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PfuAK DAERAH
DAN RESTRIBUSI DAERAH

65,400,000.00 126,000,000.00 47,862,600,00 8'1,243,485.00 0 73.1S u.48 0.00 3.67 u,37

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAITI DAERAH IGSUPATEN TEBO
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PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN DAN
PENGENDALIAN PAJAK DAERAH

259,400.000.00 r 22,900,000.00 95,000,000.00 298,749,000.00 1 14,156,000,00 72,376,737.00 92.04 92.89 7e,19 to.td

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
CALON WAJIB PAJAK DAERAH

71,000,000,00 1 10,000,000.00 40,500,500.00 69,286,400.00 0 57.04 62.97 0,00 22.54 35.01

PENETAPAN PAJAK DAEFAH 322,350,000.00 ?38,1 00,000.00 322,500,000.00 288,91 2.000.00 1 81,954,282.00 305,334,000,00 89.63 76.42 94.68 4.66 18.1 7

PENAGIHAN PAJAK DAERAH 1 94,000,000.00 1 24,000,000.00 309,500,000.00 1 58,904,1 60.00 1 09,308,200.00 259,205,100.00 81.91 tt ra 83.75 56.76 14.92

PENDATAAN DAN PEMELIHARAAN
BASIS DATA PBB SERTA
PENGELOTAAN BASIS INFORMASI
PAJAK

122,215,000.00 96,200,000,00 0 77,980,600,00 42,5S3,442.00 0 83.81 44.28 0.00 80,64 2X.19

EVALUASI PAJAK OAERAH 1 03,700,000.00 1 31,700,000.00 58,728,400.00 1 1 3,037,294.00 rc.oJ 85,83 0.00 36.50 45.74

PENGEMBANGAN APLIKASI
PENGELOLAAN KEUANGAN
OAERAH BERBASIS AKRUAT

206,000,000.00 232,500,000.00 1 73.1 76.900,00 I 78,360,1 93.00 212,292,300.00 173,061,873.00 85.82 o{ ai 99.93 6.33 10.0s

Penyuoun{n Ksbijakan Akuntensi
pomerintah oasrah

0 97,450,000.00 0 0 58,S84,800,00 0 0.00 70.3E 0,00 50.00 0.50

PENGAMANAN KEPEMILIKAN
ASEI/BARANG MITIK DAERAH

0 200,000,000.00 280,730,000.00 0 106,064,500.00 258,71 7,566.00 0.00 53.03 8S.30 22.44 0.72

SOSIALISASI PENATAU gAHAqN

BARANG MILIK DAERAH
U 0 I s7,650,000 00 0 0 1 28,906,090,00 0,00 0,00 81,77

PROGRAM PENINGKATAN
PROMOSI DAN KERJASAMA
INVESTASI

32,740,000,00 35,000,000.00 36,000,000.00 32,41 1,350.00 24,400,500.00 34,007,000.00 3.45 12.42

PENYELENGGARAAN PAMERAN
INVESTASI

32,740,000.00 35.000,000,00 35,000,@0,00 32,41 1,350.00 24,490,500.00 34,067,000,00 99,00 59,97 97.33 3,45 12.02

*fi$ff$fi$$GAMBARAN PETAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO
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PNOGRAII PENENCANAII{
PEiiEAI{CI'NAN DAERAI{ Itc,1t0,000,00 ttc,1E0,000,00 rr0,$t,r$,00 50,00

PENYUSUNAN DOKJMEN KUA DAN
PPAS

156,150,000.00 0 r56,150,000.00 0 150,836,993.00 0,00 0.00 96.80 50.00

GAMBARAN PETAYANAN BADAIT KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO



Berikut akan digambarkan kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah

serta sebagai bahan bagi BAKEUDA dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Untuk mengukur kinerja pelayanan selama tahun 2017-2019 dapat dilihat dari

tingkat pencapaian beberapa indikator yaitu:

1. lndikator Kinerja RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2018-2019.

2. lndikator Kinerja Renstra BAKEUDA Tahun 2018-2019.

3. lndikator Kinerja Utama (lKU) Tingkat Kabupaten Tebo Tahun 2Afi-2019.

Kinerja Badan Keuangan Daerah selama kurun waktu 2018 sampai

dengan 2019 dilihat berdasarkan tingkat pencapaian indikator sebagai berikut :

- lndikator kinerja RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2018-2019

Untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian indikator kinerja RPJMD yang

menjadi tanggungjawab BAKEUDA selama masa periode 2018-2419, tersaji

dalam tabel 2.7 berikut ini :

Tabel2.7
Tingkat Pencapaian lndikator Kinerja RPJMD Kabupaten Tebo

Tahun 2018-2019

N

o
Uraian

Satua

n

2018 2019

Target
Capaia

n
Target

Capaia

n

1 Ketepatan Waktu
Penyusunan APBD dan
Perubahan APBD

Kabupaten Tebo

Tepat
Waktu

Tepat

Waktu

Tepat
Waktu

Tepat

Waktu

2 Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

WTP WTP WTP WTP

3 Persentase Serapan

Belanja Daerah

o/o 92,57 95,46 99,90 94,17

4 Persentase Aset Tetap

yang dimanfaatkan

o/o 0,0064 0,0064 0,0076 0,0076

5 Persentase Aset Tetap

yang digunakan

o/o 99,93 99,93 99,95 99,95

6 Persentase Capaian

Pendapatan Daerah

o/, 96,00 100,47 97,00 99,24

7 Persentase Rasio
Kemandirian Keuangan
Daerah

Yo 7,00 9,44 7,00 9,88

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEH TEBO



Dilihat dari capaian lndikator Kinerja Utama Kabupaten Tebo Khusus

yang menjadi kinerja bagi BAKEUDA Kabupaten Tebo, capaian kinerja dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel2.8
Tingkat Pencapaian Indikator Kineria Utama (IKU) Kabupaten Tebo

Tahun 2OLB-2O19

No
lndikator

Kinerja Utama
Satuan

2018 2019

Target Capaian Target Capaian

1 Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

WTP WTP WTP WTP

Berikut ini akan diuraikan tentang pelayanan yang telah diselenggarakan

Badan Keuangan Daerah sesuai dengan ketugasannya pada bidang

pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah dan pendapatan daerah

sesuai dengan urusan yang ditangani khususnya pada administrasi keuangan

yaitu sebagai berikut:

2.3.1. Pelayanan Pada Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terwujudnya Kinerja dan Penatausahaan Keuangan Daerah yang

Akuntabel merupakan sasaran utama dari kinerja pelayanan pada sektor

pengelolaan keuangan daerah. Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari

kinerja pelayanan pada sektor ini adalah dengan diraihnya opini BPK Rl atas

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP

LKPD). Pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK atas hasil

pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah.

LKPD sebagai media akuntabilitas atas sistem manajemen keuangan daerah

yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi sistem

perencanaan dan penganggaran, sistem pelaksanaan anggaran, sistem

akuntansi keuangan daerah dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD yang memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan menjamin

kepatuhan terhadap peratu ran perundang-undangan.

Selama periode tahun 2016-2020 opini BPK atas hasil pemeriksaan

LKPD yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Tebo disajikan pada tabel

sebagai berikut:

GAMBARAN PETAYANAN BADAN KEUAHGAN DAERAH KABUPATENTEBO
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Tabel 2.8
Perkembangan Opini BPK atas LKPD Kabupaten Tebo

Periode Tahun 2016 s/d 2020.

Tahun Opini Keterangan
2016 WTP LKPD Pemerintah Daerah Kabupate n Tebo Tahun 2015
2017 WTP LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016
2018 WTP LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017
2019 WTP LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018
2020 WTP LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019

Selama periode tahun 2016- 2020, Pemerintah Kabupaten Tebo berturut-

turut meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD Kabupaten

Tebo. Diraihnya opini WTP atas LKPD Tahun 2016-2020 tersebut sebagai

ukuran/indikator bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tata

kelola keuangan daerah semakin akuntabilitas dan LKPD telah disajikan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan,

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem

pengendalian intern.

Selain opini BPK Rl atas LKPD sebagai indikator kinerja pengelolaan

keuangan daerah yang lain adalah serapan belanja daerah setiap

tahunnya. lndikator kinerja tersebut sesuai dengan bidang tugas BAKEUDA

untuk mengatur manajemen kas sehingga pembayaran belanja daerah dapat

tepat waktu sehingga pemanfaatan kas daerah dapat lebih optimal.

Selama tiga tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 serapan

belanja daerah setiap tahunnya sebagaimana pada grafik sebagai berikut:

n""rio.i ."|"'iil i"Lnt" a""," r,

Tahun 2017 s/d 2019

Serapan Belanja Daerah
9s.46

94.tl

89.54

r Serapan Belania Daerah

Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun

2ot7 l%l 2018 (%) 2019 (%)

2.3.2. Pelayanan Pada Bidang Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting sebagai sumber dana

untuk membiayai terselenggaranya roda pemerintahan dan pembangunan

daerah. Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi memberi

I
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kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola pendapatan daerah

sebagai upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang lebih baik

yang dapat dilihat dengan meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya

celah fiskal dari tahun ke tahun. Upaya yang dilaksanakan Pemerintah

Kabupaten Tebo yaitu dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan

asli daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal.

BAKEUDA sebagai salah satu SKPD penghasil di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tebo yang mengelola pendapatan asli daerah yang bersumber dari

pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagai landasan pemungutan pajak

daerah adalah dengan ditetapkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mengatur

sembilan jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan

batuan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet.

Selama periode tahun 2015-2019 perkembangan realisasi pendapatan

daerah Kabupaten Tebo disajikan pada tabel sebagai berikut:

Grafik 2.2
Perkembangan Target dan Realisasi Capaian Pendapatan Derah Xabupaten Tebo

Tahun 2015 201q

1,200,000,000,0@
1,000,000,000,000

800,000,000,000
000,000,(Eo

I target

r Realisasi

fumber dotu : aAKEUDA, Laporon Keuongon Penenntuh Doemh KdbupoE| Tebo Tohu| 2017 s/d 2019 (ottdivd), dloldh

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian pendapatan

daerah setiap tahunnya hampir mencapai 1O0o/o sebagaimana tergambar pada

grafik berikut.

Grafik 2.3
Pertumbuhan Realisasi capaian Pendapatan Derah Kabupaten Tebo

Tahun 2015 s/d 2019

9 %

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
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Capaian Kinerja BAKEUDA sebagai SKPD penghasil dapat dilihat dengan

memperhatikan tabel berikut tentang target dan capaian pendapatan asli

daerah dari tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Grafik 2.4
Pertumbuhan Realisasi Capaian Pendagatan Derah Kabupaten Tebo

Tahun 2015 s/d 2019

Grafik tersebut diatas menggambarkan target dan realisasi Pendapatan

Asli Daerah (PAD) selama periode tahun 2015-2019, pendapatan asli daerah

yang dikelola oleh BAKEUDA menunjukkan perkembangan yang terus

meningkat setiap tahun bahkan pada tahun 2018 dan 2019 realisasi PAD

mengalami over target.

2.3.3. Pelayanan Pada Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat

dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat

dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut, dengan demikian persentase keakuratan data barang milik

daerah merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran meningkatnya

kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab BAKEUDA sebagai

pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada

pada masingmasing SKPD/Unit Kerja dan membantu pengelola BMD dalam

melaksanakan kewenangannya maka dalam rangka mendapatkan data aset

daerah Kabupaten Tebo sesuai dengan kondisi riil telah dilaksanakan program

pengelolaan barang daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan

penatausahaan aset daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi

dan pelaporan aset daerah. Setiap SKPD atau Unit Kerja selaku pengguna

barang atau kuasa pengguna barang harus melakukan penatausahaan aset

Tahun 2018 Tahun 2019Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

+target PAD +realisasi PAD
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atas aset daerah yang berada di bawah penguasaannya. Hasil dari proses

pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna

barang menyusun pelaporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait

aset daerah pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan

disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang Daerah.

Laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa pengguna

barang dihimpun oleh Badan Keuangan Daerah selaku pembantu pengelola

barang daerah meniadi Laporan Barang Milik Daerah Daerah yang

dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Wewenang dan tanggungjawab BAKEUDA sebagai pembantu pengelola BMD

yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing SKPD

dan membantu pengelola BMD dalam melaksanakan. Sehingga dengan

dilaksanakan pengelolaan barang milik daerah bertujuan agar terdapat

kejelasan status kepemilikan barang milik daerah, optimalisasi penggunaan dan

pemanfaatan barang milik daerah yang diarahkan pada peningkatan

pendapatan asli daerah, pengamanan barang milik daerah, dan memenuhi

kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaporkan kondisi dan nilai barang milik

daerah secara berkala.

Perkembangan barang milik daerah/aset tetap Pemerintah Kabupaten

Tebo selama kurun tahun 2017 s/d 2019 disajikan pada grafik dan tabel sebagai

berikut:

Grafik 2.5
Perkembangan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tebo

Tahun 2Ol7 sldlOL9

Sumfut doto : BAKEIIDA, Loporon Kewngan Pemeilntoh Doeroh Kobupoten Teb Tohun 2077 s/d 2Ot9 (oudited), diotoh

2,015,927,4OGbO44.14

1,965,333,162,240,45

1,913,O11,224360.35

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
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Tabel 2.5
Pertumbuhan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tebo

Tahun 2Ot,7 sld2olg

Sumbet data : SAKEUDA, Loporun Keuongan Pemerintah Doeroh Kobupoten Tebo Tahun 2077 2019 (oudtted), diolah

Tabel 2.5
Aset Tetap Pemerintah l(abupaten Tebo Berdasarkan Jenis

Periode Tahun 2OL7 sld}OL9

114,385,169,533.75

308,826,095,242.00

822,273,343,746.33

2,033,987,690,335.84

43,304,501553.00

79,426,086,495.97

t14,532,015,429.44

326,703,8il,O55.79

853,3@,320,117.55

2,276,072,50L,975.87

31,136,007,575.m

36,74L381,256.75

1L4,772,628,39?.51

355,008,977,072.85

921,424,W2,637.9t

2,474,M7,757,501.88

31,919,643,107.@

30,186,799,016.08

(1,489,191,565,546.48) (!,682,972,628,169.951 1L,911,432,49t,784.91)

1,913,071,224,360.36 1,965,533,462,240.45 2,015,927,40,6,044.34

Sumber data : EAKEUDL Lopomn Keuongan PefilPJdntoh Daemh Xabupten Tebo Tahun 2017

Selama tiga tahun pertama pada periode tahun 2A17-2019 aset tetap

Pemerintah Kabupaten Tebo menunjukkan perkembangan yang meningkat

setiap tahunnya. BAKEUDA selaku pembantu pengelola barang daerah dan

organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan dibidang

pengelolaan barang milik daerah juga sedang melakukan upaya pengamanan

asset pemerintah khususnya aset tanah dengan mengajukan pembuatan

sertifikat atas tanah yang belum memiliki sertifikat. SampaiTahun 202A dari717

persil tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tebo, yang telah bersertifikat

sejumlah 296 Persil dan sedangkan yang masih diproses di Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Tebo sebanyak 155 berkas persiltanah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Tebo

Adapun yang menjadi tantangan dan peluang Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Tebo untuk meningkatkan kinerja pada kurun waktu Tahun 2017-

2022 adalah sebagai berikut:
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2.4.1 Tantangan

Adapun beberapa hal yang menjadi tantangan Badan Keuangan Daerah:

r Besamya tuntutan peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung

pencapaian visi Kabupaten Tebo Menuju Tebo "TUNTAS" Tahun2022.

o Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam

memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah, merupakan tantangan

tersendiri dalam meningkatakan kesadaran dimaksud.

o Berkembangnya ekspektasi masyarakat atas peningkatan kualitas

pelayanan (publik) sejalan dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi

masyarakat. Semakin tinggi kondisi pendidikan dan pendapatannya maka

semakin tinggi tuntutannya terhadap kualitas pelayanan sehingga harus ada

upaya terus menerus untuk melakukan peningkatan pelayanan (publik).

r Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan

lifestyle (gaya hidup) masyarakat yang semakin melek teknologi informasi

menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan merupakan

tantangan lain yang harus dihadapi.

. Pada Tahun 2017 dan 2019 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Tebo telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian ffiP) dari BPK,

Prestasi ini menjadi tantangan untuk dapat mempertahankan prestasi pada

tahun 2020 dan seterusnya.

2.4.2 Peluang

Selain adanya tantangan tersebut diatas juga terdapat sejumlah peluang yang

dapat dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan dimaksud. Beberapa

peluang yang dapat dimanfatkan dalam optimalisasi pelayanan Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Tebo yaitu sebagai berikut:

o Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah

daerah dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah maupun

optimalisasi pengelolaan aset daerah.

. Adanya potensi Pendapatan Asli Daerah.

r Adanya MoU antara Pemerintah Kabupaten Tebo dengan BPKP Perwakilan

Provinsi Jambi untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah.

r Adanya komitmen Pimpinan dan semua pegawai.

. Kemitraan dan kerjasama yang baik dengan DPRD Kabupaten Tebo.

. Pengguanaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset

daerah.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU.ISU STRATEGIS

BADAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Badan Keuangan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan

kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil

saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan

daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi

keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya

yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam

memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah

dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran

pembangunan, khususnya untuk penyusunan Renstra termasuk didalamnya

prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Tebo, yakni:

"Masih Belum Optimalnya Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan

Masyarakat Kabupaten Tebo".Permasalahan utama pembangunan Kabupaten

Tebo tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) permasalahan pokok

sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah

2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia

3. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan

5. Belum optimalnya perwujudan keamanan dan ketertiban daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah, maka

peran Badan Keuangan Daerah sangat penting dalam merencanakan dan

mengoordinasikan pengelolaan keuangan dan aset di Kabupaten Tebo. Namun

peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung

dengan sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang menjadi

hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Masih adanya target-target pendapatan yang telah ditetapkan yang tidak

tercapai.
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2. Masih relatif tingginya temuan BPK sehubungan dengan permasalahan Aset

Daerah.

3. Terbatasnya SDM aparatur terkait dengan bidang tugas yang ditangani atau

masih belum sesuainya kompetensi aparat pemerintah dengan bidang tugas

yang diemban disamping distribusi aparat yang belum sesuai dengan beban

kerja Perangkat Daerah.

4. Belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan, pemanfaatan dan

pemberdayaan aset daerah.

5. Belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam melaksanakan pelayanan

publik kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan sesuai dengan perkembangan ekspektasi atau harapan

masyarakat.

6. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk dapat

mendukung optimalisasi kinerja aparatur maupun kinerja dinas.

7. Masih belum memadainya perangkat teknologi informasi yang ada baik

dilihat dari segi perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak

(software).

Tabel 3.1

ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Tebo

perumusan kebijakan di bidang keuangan
daerah berdasar peraturan perundang-
undangan

b pendukung penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang keuangan daerah

c pengoordinasian
keuangan daerah

penyelenggaraan

d

d penyelenggaraan dan
administrasi dan urusan
Badan Keuangan Daerah

pengelolaan
rumah tangga

e penyelenggaraan Standart Pelayanan
Minimal (SPM) bidang keuangan daerah
sesuai dengan kewenangan daerah

f penyelenggaraan tugas di bidang anggaran,
pendapatan daerah, perbendaharaan dan
kas daerah, akuntansi dan pelaporan
keuangan serta pemanfaatan &
pengendalian aset daerah

Tupoksi Badan Keuangan Daerah Permasalahan

1 Masih adanya target-target pendapatan
yang telah ditetapkan yang tidak tercapai.

2 Masih relatif tingginya temuan BPK
sehubungan dengan permasalahan Aset
Daerah.

3 Terbatasnya SDM aparatur terkait
dengan bidang tugas yang ditangani atau
masih belum sesuainya kompetensi
aparat pemerintah dengan bidang tugas
yang diemban disamping distribusi aparat
yang belum sesuai dengan beban kerja
Perangkat Daerah.

4 Belum optimalnya tertib administrasi
pengelolaan, pemanfaatan dan
pemberdayaan aset daerah.

5 Belum optimalnya budaya kerja aparatur
dalam melaksanakan pelayanan publik
kepada masyarakat sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan
sesuai dengan perkembangan ekspektasi
atau harapan masyarakat.
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Tupoksi Badan Keuangan Daerah Permasalahan

g pembinaan dan pengendalian pelaksanaan
tugas di bidang anggaran, pendapatan
daerah, perbendaharaan dan kas daerah,
akuntansi dan pelaporan keuangan serta
pemanfaatan dan pengendalian aset daerah

h pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan kinerja Badan

i pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

6 Masih rendahnya kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana untuk dapat
mendukung optimalisasi kinerja aparatur
maupun kinerja dinas,

7 Masih belum memadainya perangkat
teknologi informasi yang ada baik dilihat
dari segi perangkat keras (hardware)
maupun perangkat lunak (sofiware).

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan wakil Bupati

3.2.1. Telaahan Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Bupati dan

wakil Bupati terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi

masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan

selama 5 (lima) tahun sesuai misiyang diemban.

visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2A22

adalah "TEBO TUNTAS 2022 (TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN

SEJAHTERA TAHUN 2022)"

Maksud dari Visi tersebut adalah

TERTIB Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan

masyarakat yang teratur.

Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.

Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam

masyarakat.

Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar

sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat

sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik

material maupun spiritual seffira wajar.

UNGGUL

TENTRAM

ADIL

SEJAHTERA
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Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi

pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2A22, yaitu:

1. Misi I

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum;

2. Misi ll

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan

beragama dan berbudaya;

3. Misi lll

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good govemance);

4. Misi lV

Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat

berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup; dan

5. Misi V

Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan

bermasyarakat.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Tebo

tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo mempunyai tugas

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan di bidang keuangan Untuk melaksanakan peran Badan

Keuangan Daerah telah disusun lndikator Kinerja Utama yang dijadikan

sebagai pedoman didalam menyusun rencana kerja setiap tahunnya.

3.2.2. Telaahan Misi

Misi Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2A17-2022 yang berhubungan

dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dalam melaksanakan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan di bidang keuangan yaitu Misi lll dari RPJMD Kabupaten Tebo

periode 2017-2A22 "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

(good governance)". Dalam upaya mewujudkan Misi ke 3 (tiga) tersebut,

maka Badan Keuangan Daerah maka Badan Keuangan Daerah juga telah

menetapkan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan

strategi yang akan diambil didalam upaya mendukung tercapainya misi lll dari

RPJMD Kabupaten Tebo Periode 2A17-2A22.
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3.2.3. Telaahan Program

Dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tebo Periode Tahun 2017-

2022 mempunyai 10 (sepuluh) prioritas program yang akan diwujudkan selama

lima tahun. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo berupaya mendukung

prioritas program tersebut yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo. Prioritas program kelima yaitu :

Prioritas program lmplementasi Reformasi Birokrasi dengan Program sebagai

berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

ViSi : TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTR^Af,I, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)

No Misi dan
Wa

Program KDH dan
KDH Terpilih

Permasalahan Pelayanan
Badan Keuangan Daemh

Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5

1
Misi lll : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Program

1 Program Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

2 Program Pengelolaan
Keuangan Daerah

3 Program Pengelolaan
Barang Milik Daerah

a Masih adanya target-
target pendapatan yang
telah ditetapkan yang
tidak tercapai.

b Masih relatif tingginya
temuan BPK
sehubungan dengan
permasalahan Aset
Daerah.

Sinergisitas organisasi
perangkat daerah
penghasil PAD tidak
optimal.

Kualitas pengelola
keuangan SKPO masih
kurang memadai

Pemerintah Daerah diberi
kewenangan yang lebih
besar dalam mengelola
pajak dan retribusi daerah-

Komitmen Pemerintah
Kabupaten Tebo untuk
mempertahankan opini WTP
atas LKPD Kabupaten Tebo
melalui pengelolaan
keuangan daerah berbasis
akrual.

4 Program Pengelolaan
Pendapatan Daerah

c Tebatasnya SDM
aparatur terkait dengan
bidang tugas yang
ditangani atau masih
belum sesuainya
kompetensi aparat
pemerintah dengan
bidang tugas yang
diemban disamping
distribusi aparat yang
belum sesuai dengan
beban kerja Perangkat
Daerah.

Kualitas dan kinerja
sumber daya manusia
belum optimal

Komitmen Pemerintah
Kabupaten Tebo untuk
menjadikan BAKEUDA
sebagai satu-satunya
Perangkat Daerah yang
memiliki wewenang untuk
menyelenggarakan urusan
administrasi keuangan
daerah dengan
melaksanakan tugas di
bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan
aset daerah.
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Visi: TEBO TUNTAS 2022(TEB,O TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022}

No Misi dan Program KDH dan
Wa KDH Terpilih

Permasalahan Pelayanan
Badan Keuangan Daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5

d Belum optimalnya tertib
administrasi
pengelolaan,
pemanfaatan dan
pemberdayaan aset
daerah.

e Belum optimalnya
budaya kerja aparatur
dalam melaksanakan
pelayanan publik
kepada masyarakat
sesuai ketentuan
perundang-undangan
yang berlaku dan
sesuai dengan
perkembangan
ekspektasi atau
haraoan masvarakat.

Belum optimalnya
penerapan manajemen
aset di masing-masing
Perangkat Daerah/Unit
Kerja atau belum
tenrujudnya tata kelola
aset daerah yang tertib
administrasi dari
perencanaan sampai
dengan pemanfaatan aset
daerah

Kualitas SDM aparatur
belum terdistribusi secara
ideal.

Peraturan
undangan
Pengelolaan
Daerah dan
Aset Daerah

perundang-
tentang

Keuangan
Pengelolaan

Peningkatan kualitas SDM.

f Masih rendahnya
kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana
untuk dapat mendukung
optimalisasi kinerja
aparatur maupun
kinerja Perangkat
Daerah

g Masih belum
memadainya perangkat
teknologi informasi
yang ada baik dilihat
dari segi perangkat
keras (hardware\
maupun perangkat
lunak (sorlwale).

Kualitas SDM aparatur
belum terdistribusi secara
ideal.

Sarana dan prasarana
Teknologi lnformasi
gedung kantor masih
kurang memadai

Tuntutan agar birokrasi
pemerintah daerah bekerja
secara profesional,
transparan dan akuntabel

Perkembangan Teknologi
informasi yang pesat
membantu dalam proses
pengumpulan data, analisis,
proyeksi dan pengambilan
keputusan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Keuangan

Provinsi Jambi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Keuangan

Provinsi Jambi

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta

memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan untuk tahun

2015-2019 adalah :

'Kami akan meniadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lndon*ia
yang inklusif di abad k*21'.

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian

Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara,

berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa

depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif,
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Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara

menyongsong masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan

bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan

akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh lndonesia. Hal ini akan tercapai

melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta

melalui penetapan kebijakan lskal yang efektif. Menekankan abad ke-21 sebagai

periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan menyadari peran yang

dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi

informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang

berkelanjutan.

Dengan visi baru ini, Kementerian Keuangan dengan sepenuh hati memegang

peranan pentingnya dalam menentukan perkembangan negara. Kementerian

Keuangan juga memperbarui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan

mandatnya dengan lebih baik.

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan

prima dan penegakan hukum yang ketat;

2. Menerapkan kebijakan lskalyang prudent;

3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;

4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara elsien dan efektif;

5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan

proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian

Keuangan menetapkan 7 (tujuh) tujuan yang akan dicapai pada tahun 2A15-2019,

sebagai berikut:

1. Terjaganya kesinambungan lskal;

2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta

reformasi kepabeanan dan cukai;

3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal

untuk optimalisasi penerimaan negara;

4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan

transfer ke daerah;

5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;

6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukaiserta perbatasan;

7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan

kelembagaan.
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Dalam rangka mendukung pencapaian 7 tujuan sebagaimana disebutkan di

atas, Kementerian Keuangan telah menetapkan 16 sasaran strategis yang

merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan pada

tahun 2019:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan terjaganya kesinambungan lskal

adalah:

a. Meningkatnya tax ratio;

b. Terjaganya rasio utang pemerintah;

c. Terjaganya delsit anggaran.

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan Negara

dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai

adalah:

a. Penerimaan pajak negara yang optimal;

b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;

c. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) untuk

mendukung upaya penurunan rata-rata dwelling time.

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan sistem

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi

penerimaan Negara adalah PNBP yang optimal.

4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas

perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah

adalah:

a. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;

b. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan.

5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas

pengelolaan kekayaan negara dan pembiayan anggaran adalah:

a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;

b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan lskal.

6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di

bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan

dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi

sebagai border management.

7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi

birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan adalah:

a. Organisasi yang !t for purpose;

b. SDM yang kompetitif;
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c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi;

d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian

Tabel 3.3

Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo berdasarkan Sasaran
Renstra Kementerian Keuangan

Sasaran Jangka Menengah
Renstra Kementerian Keungan

Permasalahan Pelayanan Badan
Keuangan Daerah Kabupaten

Tebo

Faktor

Penghambat Pendorong
a.

b.

c.

d.

Meningkatnya tax ratio;

Terjaganya rasio utang
pemerintah;

Terjaganya de!sit anggaran.

Penerimaan pajak negara
yang optimal;

Masih adanya target-target
pendapatan yang telah
ditetapkan yang tidak
tercapai.

a

b Masih relatif tingginya
temuan BPK sehubungan
dengan permasalahan
Aset Daerah.

Kualitas pengelola keuangan
SKPD masih kurang rnemadai

Sinerg isitas organisasi
perangkat daerah penghasil
PAD tkiak optimal.

Pemerintah Daerah diberi
kewenangan yang lebih
besar dalam mengelola
pajak dan retribusi daerah.

Komifnen Pemerintah
Kabupaten Tebo untuk
mempertahankan opini
WTP atas LKPD
Kabupaten Tebo melalui
pengelolaan keuangan
daerah berbasis akrual.

e.

t.

Penerimaan negara di
seKor kepabeanan dan
cukai yang optlmal;

Percepatan waktu
penyelesaian proses
kepabeanan (customs
clearance) untuk
mendukung upaya
penurunan rala-rata dwelling
time.

Terbatasnya SDM
aparatur terkait dengan
bidang tugas yang
ditangani atau masih
belum sesuainya
kompetensi aparat
pemerintah dengan bidang
tugas yang diemban
disamping distribusi aparat
yang belum sesuai dengan
beban kerja Perangkat
Daerah.

c Kualitas dan kinerja sumber
daya manusia belum optimal

Komitmen Pemerintah
Kabupaten Tebo untuk
menjadikan BAKEUDA
sebagai satu-satunya
Perangkat Daerah yang
memiliki wewenang untuk
menyelenggarakan urusan
administrasi keuangan
daerah dengan
melaksanakan tugas di
bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan
dan aset daerah.

g

h

L

t.

l.

m.

n.

o.

p.

PNBP yang optimal

Perencanaan dan
Pelaksanaan Anggaran
yang berkualitas;

Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan
Daerah yang Adil dan
Transparan.

Pengelolaan kekayaan
negara yang optimal;

Pembiayaan yang aman
untuk mendukung
kesinambungan fiskal.

Optimalisasi pengawasan
dalam rangka mendukung
fungsi community protection
serta melaksanakan fungsi
sebagai border
managemem

Organisasi yang lt for
purpose;

SDM yang kompetitif;

Sistem informasi
manajemen yang
terintegrasi;

Peningkatan kepercayaan
publik terhadap

Belum optimatnya te(ib
administrasi pengelolaan,
pemanfaatan dan
pemberdayaan aset
daerah.

Belum optimalnya budaya
keqa aparalur dalam
melaksanakan pelayanan
publik kepada masyarakat
sesuai ketentuan
perundang-undangan
yang berlaku dan sesuai
dengan pertembangan
ekspektasi atau harapan
masyarakat.

Masih rendahnya kualitas
dan kuantitas sarana dan
prasarana untuk dapat
mendukung optimalisasi
kinerja aparatur maupun
kinerja Perangkat Daerah

Masih belum memadainya
perangkat teknologi
informasi yang ada baik
dilihat dari segi perangkat
keras (hardwarc) maupun
perangkat lunak
(softwarel.

d

e

t

s

Belum optimalnya penerapan
manajemen aset di masing-
masing Perangkat Daerah/Unit
Kerja atau belum tenrujudnya
tata kelola sset daerah yang
tertib administrasi dari
perencanaan sampai dengan
pemanfuatan aset daerah

Kualitas SDM aparatur belum
terdistribusi secara ideal.

Kualitas SDM aparatur belum
terdistribusi secara ideal.

Sarana dan prasarana
Teknologi lnformasi gedung
kantor masih kurang memadai

Peraturan perundang-
undangan tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Pengelolaan
Aset Daerah

Peningkatan kualitas
SDM.

Tuntutan agar birokrasi
pemerintah daerah
beke(a secara
profesional, transparan
dan akuntabel

Perkembangan Teknologi
informasi yang pesat
membantu dalam proses
pengumpulan data,
analisis, proyeksi dan
pengambilan keputusan
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3.3.2. Telaahan Renstra Badan Keuangan Provinsi Jambi

Tujuan pembangunan yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Provinsi

Jambi tahun 2016-2021 dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah Provinsi

jambi adalah :

kelembagaan, tata laksana dan pelayanan administrasi perkantoran.

aku ntabilitas dan partisipatif.

daerah.

Dan sasaran yang ingin dicapai Badan Keuangan Provinsi Jambi adalah :

1. Terlaksananya peningkatan kualitas SDM, kelembangaan dan tata laksana

perka ntoran serta pelaya na n adm in istrasi perka ntoran.

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan

daerah.

3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sehingga dapat menunjang pembangunan di Provinsi Jambi dan dapat

mewujudkan Jambi TUNTAS 2021. Tabel 3.4 dibawah ini menjelaskan permasalahan

pelayanan yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo terkait

dengan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

Tabel3.4

Pe I ava n a n Bad a n *" 
ElffL?ff:il f 3H:j;"t;ii" 3ii:ffilka 

n sasa ra n Re nstra

Sasaran Jangka Menengah

Renstra Badan Keungan

Daerah Provinsi Jambi

Permasalahan Pelayanan

Badan Keuangan Daerah

Frafupaten Tebo

Faktor yang tulempengaruhi

Penghambat Pendorong

1 2 3 4

Terlaksananya peningkatan

kualitas SDM, kelembangaan

dan tata laksana perkantoran

serta pelayanan administrasi

perkantoran.

r Tata kelola, kelembangaan

dan tata laksana
perkantoran serta
pelayanan administrasi
perkantoran belum berjalan

secara optimal
. Belum meratanya

kemampuan teknis SDM
e Standar Pelayanan Minimal

(SPM) belum berlalan

secara optimal,

r Dinamisnya perubahan

kebijakan dari
Pemerintah Pusat yang

berpengaruh terhadap

Susunan Perangkat

Daerah yang mengalami

beberapa kali
penyesuaian.

. Adanya rotasi SDM.

. Belum semua SDM

memahami dan
menjalankan SPM dan

SOP denqan baik.

Adanya peraturan tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM).

Adanya SOP yang mengatur

tentang kelembagaan dan tata

laksana serta pelayanan

administrasi perkantoran

Tersedianya anggaran yang cukup

dalam upaya peningkatan kualitas

SDM, kelembangaan dan tata

laksana perkantoran serta
pelayanan administrasi perkantoran

Adanya komitmen yang tinggi dari

Pimoinan

a

a

a
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Sasaran Jangka Menengah

Renstra Badan Kzungan

Daerah Provinsi Jambi

Permmalahan Pdayanan

Badan Kemngan Daerah

Kabupaten Tebo

Faktor yang Mernpengaruhi

Penghambat Pendorong

1 2 3 4

Meningkatnya transparansi dan

akuntabilitas kinerja dan

pengelolaan keuangan daerah.

Tata kelola pendapatan,

keuangan dan aset daerah

belum terlaksana secara
optimal

Terbatasnya jumlah SDM
pengelolaan pendapatan,

keuangan dan aset daerah

Terbatarsnya Sarana dan
Prasarana pelayanan

a

a

a

o Terbatasnya kuantitas

dan kualitas SDM
. Sarana dan prasarana

kerja yang tenedia
belum memdai

. Cepatnya perubahan

beberapa peraturan

tentang pengelolaan

pendapatan, keuangan

dan aset daerah

. Adanya beberapa Peraturan

Perundangan-undangan yang

menuntut adanya transparansi dan
akuntatrilitas pengelolaan keuangan

daerah.
o Adanya komitrnen yang tinggi dari

Pimpinan.
r Tersedianya beberapa aplikasi

Sistem lnformasi Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan aset
daerah

. Masyarakat semakin kritis,

informasi semakin terbuka
Meningkatnya Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

a

a

Belum optimalnya
penggalian sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah

Masih tingginya tunggakan
piutang pajak dan retribusi

Terbatasnya kuantitas dan
kualitas SDM pengelolaan

pendapatan asli daerah

Potensi Pai1ak dan

Retribusi Daerah belum

terdata dengan optimal.

r Kurangnya kesadaran

masyarakat untuk
membayar pajak dan
retribusi.

r Terbatasnya kuantitas
dan kualitas SDM
pengelolaan

pendapatan asli daerah
. Kurangnya komitmen

beberapa SKPD yg

memiliki pendapatan

dalam mencapai target
o Belum tersedianya data

yang akurat tentang
potensi palak dan
retribusi daerah

r Potensi dan sumber-sumber PAD
yang tersedia

o Tersedianya anggaran yang cukup

dalam upaya peningkatan

Pendapatan Asli Daerah
r Adanya komitmen yang tinggi dari

Pimpinan dalam upaya peningkatan

Pendapatan Asli Daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten kedepannya Kabupaten Tebo

berupaya mewujudkan Kabupaten Tebo berbasis agroindustri dalam mendukung

pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD);

2. Sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;

3. Sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah

kabupaten;

4. Sebagai acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan

pemerintah, masyarakat, dan swasta;

5. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah

kabupaten; dan
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6. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan

wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian

insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tebo, maka kebijakan

penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi :

1. Pengembangan pusat-pusat agroindustri;

2. Pengembangan perkotaan dan perdesaan dalam mendukung pertumbuhan

ekonomiwilayah;

3. Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;

4. Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;

5. Pemantapan kawasan lindung dalam mendukung pembangunan yang

berkelanjutan;

6. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi

pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama

kawasan; dan

7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam

tupoksinya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo tidak secara langsung

berkaitan dengan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

3.5 Penentuan lsu-isu Strategis

lsu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang

signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,

berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah

dimasa yang akan datang.

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Rencana Strategis pada Badan

Keuangan Daerah dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang

dan ancaman. Sebagai instasi pemerintah dalam pengelola keuangan, pendapatan

dan aset daerah perlu mengetahui kondisi elemen internal yang sifatnya controllable

(dapat dikuasai) dan uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang secara

keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:
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KEKUATAN KELEMAHAN

1. Adanya komitmen dan disiplin kerja
yang tinggi dari seluruh PNS

2. Tersedianya aplikasi Sistem lnformasi
Manajemen Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

3. Tersedianya anggaran yang cukup

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset
daerah

2. Masih tingginya tunggakan piutang Pajak dan
Retribusi Daerah

3. Belum tersedianya data potensi Pendapatan
AsliDaerah

4. Belum tersedia semua database wajib
pajak dan wajib retribusidaerah

5. Masih terdapat beberapa regulasi dibidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah
yang belum disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan terbaru.

6. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan
vanq dimiliki

PELUANG ANCAMAN

1. Dukungan regulasi dan kebijakan dari
pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dalam upaya-upaya
peningkatan pendapatan daerah
maupun optimalisasi pengelolaan aset
daerah.

2. Adanya potensi Pendapatan Asli
Daerah.

3. Adanya MoU antara Pemerintah
Kabupaten Tebo dengan BPKP
Perwakilan Provinsi Jambi untuk
meningkatkan tata kelola keuangan
dan aset daerah.

4. Adanya komitmen Pimpinan dan
semua pegawai.

5. Kemitraan dan kerjasama yang baik
dengan DPRD Kabupaten Tebo.

6, Pengguanaan teknologi informasi
dalam pengelolaan keuangan dan aset
daerah

1. Adanya peraturan perundang-undangan
yang membatasi kewenangan daerah dalam
melakukan pungutan pajak dan retribusi
daerah.

2. Kesadaran masyarakat untuk membayar
pajak dan retribusi masih rendah

3. Masih kurangnya komitmen Kepala Perangkat
Daerah yang mengelola pendapatan pada
pencapaian target penerimaan PAD yang
menjadi kewenangannya

4. Cepatnya perubahan regulasi dibidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah.

5. Belum optimalnya penyediaan instrument
dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja.

6. Belum terintegrasinya aplikasi
perencanaan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah.

7. Belum semua tanah Pemda bersertifikat dan
diberi plang/patok.

8. Kurangnya koordinasi antara Pengurus
Barang dan Penyimpan Barang dengan PPK
dan PPTK di Perangkat Daerah.

Tabel3.5
Analisis Kelemahan, Kekuatan dan serta Ancaman

Berdasarkan analisis di atas, maka isu strategis yang perlu mendapat

perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Tebo selama 5 (lima) tahun ke depan, adalah :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah yang ditandai dengan masih

adanya sejumlah temuan pemeriksaan BPK, rendahnya serapan APBD dan

masih banyaknya barang milik daerah yang belum memiliki legalitas formal.

3. Peningkatan mutu palayanan.

4. Masih perlunya penambahan kapasitas teknologi infonnasi dalam pengelolaan

keuangan daerah.
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5. Adanya imbas dari perlambatan pertumbuhan perekonomian secara nasional

kepada Kabupaten Tebo yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.

6. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Daerah yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Oleh karena itu tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis,

sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi. Berdasarkan tujuan yang

ditetapkan, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo akan dapat

mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima

tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan

yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 adalah "Mewujudkan kineria pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang akuntabel" dengan lndikator Tujuan

BAKEUDA adalah Opini BPK dan Persentase capaian pendapatan daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran

adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga

merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai,

sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Tebo adalah:

1. Terwujudnya Kinerja dan penatausahaan keuangan daerah yang Akuntabel

2. Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang tertib

3. Terwujudnya Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah

Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Badan Keuangan

. Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2020 adalah :

1. Terwujudnya Kinerja dan penatausahaan keuangan daerah yang Akuntabel

lndikator sasaran l

a. Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD Kabupaten

Tebo

b. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

c. Persentase Serapan Belanja Daerah

TU,UAN DAN (ASAFAN



2. Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang tertib

lndikator Sasaran :

a. Persentase Aset Tetap yang dimanfaatkan

b. Persentase Aset Tetap yang di Gunakan

3. Terwujudnya Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah

lndikator Sasaran :

a. Persentase Capaian Pendapatan Daerah

b. Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengetahui lebih jelas capaian tujuan dan sasaran jangka

menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dapat dilihat Pada Tabel

4.1 berikut ini:

Tabel4.1

Capaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2020

No Tujuan lndikator
Tujuan Sasamn lndikator

sasaran

Capaian Target

2418
(Kondisi

Awat)
20{9 2420 2021 2422

1

Mewujudkan
kinerja
pengelolaan
keuangan
dan aset
daerah yang
akuntabel

Opini BPK

Tenvujudnya
Kinerja dan
penatausahaan
keuangan
daerah yang
Akuntabel

Ketepatan
waktu
penyusunan
APBD dan
Perubahan
APBD
Kabupaten
Tebo

Tepat
Waktu

Tepat
Waktu

Tepat
Waktu

Tepat
Waktu

Tepat
Waktu

Opini BPK
Terhadap
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah

WTP WTP WTP WTP WTP

Persentase
Serapan
Belania
Daerah

95,46% 94,170/o 90,00% 95,000/o 90,00%

Temujudnya
penatausahaan
barang milik
daerah yang
tertib

Persentase
Aset Tetap
yang
dimanfaatkan

0,0064% 0,00760/o 0,0079% 0,0081% 0,00790/o

Persentase
Aset Tetap
yang di
Gunakan

99,93% 99,95% 99,970/o 99,98% 99,97o/o

Persentase
capaian
pendapatan
daerah

Temujudnya
Peningkatan
Realisasi
Pendapatan
Daerah

Persentase
capaian
pendapatan
daerah

1OO,47Yo 99,24% 98,000/o 98,00% 98,00%

Persentase
Rasio
Kemandirian
Keuangan
Daerah

9,Mo/o 9,88% 7,50% 8,00% 8,00%

TUJUAil DANSASARAN



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas

pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Langkah atau

cara dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "tekniK' yang lebih

sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Metode yang digunakan Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dalam menentukan strategi adalah analisis

SWOT (Strength / kekuatan , weakness / kelemahan, Opportunities / peluang, threat I

tantangan). Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan

mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara

bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut ini matrik tujuan, sasaran, strategi dan

arah kebijakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

Berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan hasil-hasil

pembangunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo telah dilaksanakan pada Tahun

2018, 2019, 2020 (tahun berjalan) strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan

Daerah mengalami sedikit perubahan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam

mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra serta Visi dan Misi RPJMD Kabupaten

Tebo. Perubahan strategi dan kebijakan juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan

tantangan dan permasalahan yang belum terantisipasi serta perubahan-perubahan

asumsi makro pembangunan dan pendanaan.

Iabe! 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Keuangan Daerah Tahun 2017-2022

vtsr TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRATUI, ADIL DAN
SEJAHTERA TAHUN 2022}

MISI III Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governancel

Tujuan lndikator
Tujuan Sasaran

lndikator
Sasaran

Strategi Kebiiakan

I 2 2 3
Mewujudkan
kinerja
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah yang
akuntabel

(1) Opini
BPK

(1)Tenrrrujudnya
Kinerja dan
penatausahaan
keuangan daerah
yang Akuntabel

Ketepatan waKu
penyusunan
APBD dan
Perubahan APBD
Kabupaten Tebo

Peningkatan kualitas
dan kuantitas
pengelolaan
keuangan sesuai
ketentuan yang
berlaku

Menciptakan tata kelola
keuangan yang baik melalui
birokrasi yang efektif
efesiensi berbasis teknologi
informasi
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vtst TEBO TUNTAS 2022 {TEBO TERT|B, UI{GGUL, TENTRAil, AD|L DAN
SEJAHTERATAHUIT 2022)

ttsl m Meuujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Govemancel

Tujuan lndikator
Tujuan Sasaran

lndlkator
Sasaran Sfategi Kebiiakan

1 2 2 3

(2)
Persentas
e capaian
pendapata
n daerah

Opini BPK
Terhadap
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah

Tata kelola keuangan
sesuai dengan
Permendagri No. 13
Tahun 2006 dan

(1) Penerapan SIMDA

(2) Pelaksanaan BIMTEK
untuk peningkatan
pemahaman OPD terhadap
Standar Akuntansi
Pemerintah

Persentase
Serapan Belanja
Daerah

Perencanaan
Penatausahaan
pelaporan Keuangan
disesuaikan dengan
perundang-undangan
yang berlaku

Ketepetan waktu prosos
pengelolaan keuangan

(2) Terwujudnya
penatausahaan
barang milik
daerah yang tertib

(3) Tenrujudnya
Peningkalan
Realisasi
Pendapatan
Daerah

Persentase Aset
Tetap yang
dimanfaatkan

Menegakan aturan
pemanfaatan aset

Penertiban pemanfaatan
aset sesuai aturan

Persentase Aset
Tetap yang di
Gunakan

Penggunaan aset
tetap sesuai tupoksi

Penetapan status
penggunaan aset

Persentase
capaian
pendapatan
daerah

Peningkalan
pemberdayaan
potensi sumber daya
yang menjadi sumber
PAD

Menggali sumber-sumber
potensi pendapatan asli
daerah

Persentase Rasio
Kemandirian
Keuangan Daerah

Meningkatkan PAO Peningkatan Kemandirian
Keuangan

Pada tahun ini pembangunan Kabupaten Tebo difokuskan pada percepatan

pemulihan kegiatan ekonomi sebagai akibat dari pandemi covid-19 di Tahun 2020.

Hal ini dilakukan untuk percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga

Kabupaten Tebo dapat menjadi daerah yang mempunyai potensi produk unggulan

dengan berkualitas sehingga mampu meningkatkan ekonomi daerah. Dengan

penjaba ran p rioritas/ara h pembang u nan sebagai berikut:

1). Pemenuhan Fasilitas Prasarana Dan Sarana lnfrastruktur Dasar (Jalan, air bersih

dan sanitasi)

2). Peningkatan Kualitas Mutu dan Akses Layanan Pendidikan

3). Peningkatan Kualitas Mutu dan Akses Layanan Kesehatan

4). Pengembangan Kekayaan Budaya Dan Pariwisata Daerah

5). lmplementasi Reformasi Birokrasi

6). Peningkatan Pendapatan Masyarakat

7). Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perluasan lapangan kerja

8). Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan

STRATEGI DAil KEEUAKAI{



9). Peningkatan antisipasi degradasi lingkungan hidup

10). Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat

Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya

diharapkan memberikan hasil yang nyata dan mampu dinikmati seluruh lapisan

masyarakat.

Sesuai rumusan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan dalam

perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dan Program

Pembangunan Daerah yang berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2A19 maka

rumusan arah kebijakan Tahun 2021-2022 dalam dokumen Perubahan Renstra

dijabarkan dalam program prioritas pembangunan yang dilampirkan pada Tabel 5.2

dan 5.3 berikut ini.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2022

vtst TEBO TUNTAS 2022 {TEBO TERT|B, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAil SEJAHTERA TAHUN
24221

Mtst m llewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Govemancel

Tujuan lndikator
Tuiuan Sasaran lndikator Sasaran Strategi Kebijakan

1 2 3 4 5 6
Mewujudkan
kinerja
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah
yang akuntabel

(1) Opini
BPK

(1)Terwujudnya
Kinerja dan
penatausahaan
keuangan
daerah yang
Akuntabel

(2)
Terwujudnya
penatausahaan
barang milik
daerah yang
tertib

(1) Ketepatan
waktu penyusunan
APBD dan
Perubahan APBD
Kabupaten Tebo

(3) Persentase
Serapan Belanja
Daerah

(2) OpiniBPK
Terhadap Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah

(1) Persentase
Aset Tetap yang
dimanfaatkan

Peningkatan
kualitas dan
kuantitas
pengelolaan
keuangan
sesuai
ketentuan yang
berlaku

Perencanaan
Penatausahaan
pelaporan
Keuangan
disesuaikan
dengan
perundang-
undangan yang
berlaku

Tata kelola
keuangan
sesuai dengan
aturan yang
berlaku

Penguatan
Regulasi
Kebijakan
Pengelolaan
Pengelolaan
Barano Milik

Menciptakan tata
kelola keuangan
yang baik melalui
birokrasi yang efektif
efesiensi berbasis
teknologi informasi

Ketepatan waktu
prosos pengelolaan
keuangan

(1) Penerapan
Sistem lnformasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah

(2) Pelaksanaan
BIMTEK untuk
peningkatan
pemahaman OPD

Standarterhadap
Akuntansi
Pemerintah

Penyusunan
Regulasi yang jelas
tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
(BMD) sesuai
ketentuan vano
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Tabel 5.3

il#F

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Tahun
2021-2022 Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

ust TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTTB, UNGGUT- TENTRAII|, AD|L DAN SEJAHTERATAHUN
m22l

iltst ilt ilewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governancel

Tujuan
lndikator
Tuiuan Sasaran lrdikator Sasanan Strategi Kebiiakan

1 2 3 4 5 6

{BMD) berlaku

(2) Persentase
Aset Tetapyang di
Gunakan

Penggunaan
aset tetap
sesuai tupoksi

Penetapan status
penggunaan aset

(2\
Persentase
capaian
pendapatan
daerah

(3)
Terwujudnya
Peningkatan
Realisasi
Pendapatan
Daerah

Persentase
capaian
pendapatan daerah

Peningkatan
pemberdayaan
potensi sumber
daya yang
menjadi
sumber PAD

Menggali sumber-
sumber potensi
pendapatan asli
daerah

Persentase Rasio
Kemandirian
Keuangan Daerah

Meningkatkan
PAD

Peningkatan
Kemandirian
Keuangan Daerah

Strategi Arah kebijakan Program lndikator Program

Peningkatan kualitas
dan kuantitas
pengelolaan keuangan
sesuai ketentuan yang
berlaku

Menciptakan tata kelola
keuangan yang baik melalui
birokrasi yang efektif efesiensi
berbasis teknologi informasi

Program
pengelolaan
Keuangan
Daerah

Persentase Peraturan
Daerah ttg APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
ttg Penjabaran APBD terbit
sesuai dengan yang
berlaku

Perencanaan
Penatausahaan
pelaporan Keuangan
disesuaikan dengan
perundang-undangan
vano berlaku

Ketepatan waktu prosos
pengelolaan keuangan

Persentase dokumen
keuangan daerah yang
terbit sesuai dengan aturan
yang berlaku.

Tata kelola keuangan
sesuai dengan aturan
yang berlaku

(1) Penerapan Sistem
lnformasi Pengelolaan
Keuangan Daerah

Pesentase
Keuangan
Kabupaten
SAP

Laporan
Pemerintah

yang sesuai

(2\ Pelaksanaan BIMTEK
untuk peningkatan
pemahaman OPD terhadap
Standar Akuntansi Pemerintah

Pe nguatan Regulasi
Kebijakan Pengelolaan
Pengelolaan Barang
Mirik (BMD)

Penyusunan Regulasi yang
jelas tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (BMD)
sesuai ketentuan yang berlaku

Program
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

Persentase Laporan BMD
Yang Sesuai Dengan
Peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Penggunaan aset tetap
sesuai tupoksi

Penetapan status penggunaan
aset

Meningkatkan PAD Peningkatan Kemandirian
Keuangan Daerah

Program
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah

Persentase capaian target
pendapatan daerah
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BAB VI

RENCANA PROGRAi' DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan

dalam Bab V, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo menetapkan program-

program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan.Program dan Kegiatan yang

dilaksanakan Tahun 2017 - 2020 berdasakan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

yang disajikan dalam Tabel 6.1 dan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang disajikan dalam Tabel6.2

REircAilA PROGRAT DAT XEGI,AT'IIII SERTA PETOAI{AAT
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Dokum
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Dokl{rtr
1E4,000,000.00 Bdmt
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4,0{,4.
0{.02,1
5,50

SostALrsA$t
PENAIAUSA
I'rAt0t
BARANG
MtUr(
DAERAH

JUfl&
P!nguff
brs$oPD
fa{ bdr,6tt

a0
0rale
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Asot

ltt*
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Tabel 6.2
Rencana Program, Keglatan dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021-2A22

Tujurn lndlkato
r TuJu.n

S!rar lndlketo
r

Sararun

KOOE

NOMENXLATUR
URUSAN

XABUPATEN'XOTA

lndlkrtor
Klnrrjr Progr.m

(outcomi) den Kogl.t.n
(outputl

Targot Kinorj. Progrem drn Korrnoka Pendrnarn

Unlt K.rJ.
Perangkit

Drcrdt
Pcmnggu
ng Jawrb

Lokail2{63d
=

2
al,:,
&I
o2
o
6

I{cIuo

2
F

6ux

;?
ts

o
U
I
!lto

Tihun 2021 Tahun 2022 Kondlil Klnerj! pldr rkhlr Porlodc
Ranrtrr P.nngklt Diltrh

Targot Rp. T.rgot Rp. Tsrcot Rp.

I 2 a 4 6 B 7 E I 10 11 12 ,3 ,t4 10

Mswujud
kan
kino{a
p6ngelol
aan
ksugnga
n dan
e90t
ds6reh
ysng
akuntabe

(1)
Opini
BPK

(2')
Per3gnta
se
capgien
p6ndspg
tafl
dasrah

(1)
ToMu
Judny
a
Kinorj
a d6n
penat
Eusah
aan
k6uan
gan
daera
h
yang
Akunt
ebel

5
14,r26,1t0,870,?3 15,192,38G,504.48 ?9,111,620,2U.71

Badan
l(.uangan
Daarah

5 oz
0,t41,303,8?0.23 10,044,186,C64.$ 10,c86,470,2t4.71

t 0a 0t 01 FROgRAIII
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
OAERA}I

Pef&ntara caprlan
KlnsrJ. dan Kou.ngan

100 Psltin
7,219,1 18,343.23

2,32e,185,324.00

100 Pereen
7,39t,596,30{,88

2,8i14,670,250.00

100 Parisn
14,8r8,71{,et1.1,t

4,066,760,683.80
PeGanla3a Fonyol98alan

Adminlatrasi Umum
100 Fcr3Qn 100 Peraon 100 PaEon

0 gl xrz Admlnlriraal Keuangin Po6cnt!3e pombryrran
gajl ASN d.n Tunjangan
ASN

100 Psraan
7,21 s,1 18,346.23

'100 Pcr3an
7,3SS,590,304.8E

100 Farton
14,618,714,651.1 I S.krotarlat

Baden
l(euangan
Oaoreh

92 01 2o2 PSnyeoraan GaJr oan
Tunjangan ASN

JUmlah Fogawar yang
dibayarkan gaji dan
Tunjangan

46 Orang
7 ,219,118,346.2A

4ti urang
7,399,596,304.68

92 Orang
14,618,7'! 4,651.11

Sskretariat Bedan
Keuangan
Da6rah

t 91 zo3 Portantaro Pcmgnuhan
Sarana dan Pralaran|
Aparltu,

'100 Psr.on
1,895,'186,32/1.00

loo POilen
2,2t1,670,259,C0

I00 Follen
4,240,765,683.00 Sokrotarlat

Brdan
Keurngan
Daorah

n

f;tr.$$fifffi
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Tujurn

lnd!krto
r TuJuln

Samr
tn

lndlkrto
r

$eaarrn

KODE

NOMENXLATUR
URUSAN

I(ABUPATEN/XOTA

lndlkator
Xlncrji Progrrm

(outoomcl drn K.gl.t n
(output)

Taroet Klnarh Proorrm dnn Xinnokr Fandanarn

unlt K.,rr
Parrngkat

Oloreh
P.nrnggu
n0 Jlwl!

Lokr.l2
fr
G.

z
ah

E:,
(,
2
o
6

T
dIc!.

2I
F{
o
lllI

2

{
u,
llJ
I
63o

Tihun 2021 Tlhun 2022
Kondhi Kln3rjr prd. .khlr P.dod.

Rcnrtrr Porangkd Drcrrh

Trruot Rp, Trrgrt Rp. Trrgot Rp.

I 2 3 4 e 3 7 E 0 to 1't 12 13 14 15
01 203 't PBnyodi€an Jasa Surat

Menyurat
Jumlah Materai 6000 dan
3000 untuk mondukung
kagisten edminigtrasi
porkantoran

27O Lsmbsr
0 12,600,000.00

2loo LemDar
12,600,000.00

54O Lembar
25,200,000.00

Sekrgteriat Bedan
Keuangan
Dasrah

Jumlah Tenaga
AdmlnlstrBsi yang
dibaverken

5 Orang
60,000,000.00

uran9
60,000,@0.00

10 Orang
120,0@,000.@

Sakrotariat tsadan
Keuangan
Dasah

5 02 01 2m Penyodiaan Jsga
Komunlk6si, Sumbor
Daya Air dan Listrik

Pofrode Jasa KomunlKasr
Sumber daya air dan listrik

12 Bulan
229,521,889.00

EUIEN

229,521,889.00
24 Bulen

450,043,778.00
Sskrstsriet Eadan

Keuangan
Daorsh

02 o1 203 4 FanyodiNan Je6a
Jamlnan Pem6liherasn
Ke8ehetan Pns

Jumlah tenaga kontrak
yan0 dlbeyarkrn proml
aauranei nys

29 Orano
5,500,000,00

2S Orang
5,500,000.00

58 Orano
1 1,000,000.00

liokrotsriat Eaden
Keuanoan
Daereh

5 oz 01 z0s 5 Pony6diean Jata
Jaminan Bareng Milik
0aorah

Jumleh Kondaraan
dinedoparaeional roda 4
yang di bayarkan
asurdrBinya

7 Unit
45,000,000.00

7 unit
45,000,000.00

14 Untt
90,000,m0.00

sokretorial Badan
Keqangen
Da6rah

o7 o1 zog Pcnyediaan JeBa
Pom6llharaan dan
Pgrizlnan K6ndere6n
Dinas/OprraEionsl

Jumlah kondaraan
dines/oporarlonal yang
dibayerhan pajaknya

u unit
15,000,000.00

s4 unir
1 5,000,000,00

66 Un[
30,000,000,00

$olffetanst Eeden
K6uangan
Daereh

02 01 203 7 Pgnyediaan
Adminiotrasi

Jaaa
KeuEngan

Jumlah tenags adminiatrasi
keuangan y6ng dibayarkan
honornya

30 Orang
389,000,000.00

3n orang
369,000,000.00

60 orsng
738,000,000.00

Sskrstariet Badan
Kauanoan
Daarah

02 01 203 B Psnyadiaan JaEa
Keborslhan Kanlor pcralstan kibor8ihen yang

dib6li

41 J6nis
25,000,000.00

41 J6nrs
25,000,000.00

tsz J0nl8
50,000,000.00

Sskrat6riat Eadan
K6uangan
Da6reh

Jumleh tenaoa Kab€rsihan
yang dibayarkan honomya

5 Orang
60,000,000.00

0rang
60,000,000.00

10 lrrang
120,000,000,00

sokralaiat tssden
K6uangan
Da6rsh

f;$*#$$fi
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
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Tujurn lndlhto
r Turuln

3iler
an

lndlkito
r

Saaaran

KODE

NOMENKLATUR
URUSAN

KABUPATEN/XOfA

lndlk tor
KlncrJa Progrsm

(outoomol d.n Kcglrtrn
(output)

Tlrgcl Klnrrrr Program drn Kerangka Prndsnlan

Unlt Xcrjr
Panngkrt

Drereh
Panrnggu
ng Jrurlb

Lokr.l2do(

2
fi3
E
D
o2
a
6

fd
d,I
E

z(
rI
o
LI
I

2

{
6
ll,l
I
E
ah

Tahun 2021 Trhun 2022 Xondlti Kln.rJ| prdr akhlr Porlodc
Rinstrr Prrangkrl Drllrh

Target Rp. Targot Rp. T.rget Rp.

1 2 3 4 5 I 7 E I 10 11 12 13 14 t5
02 U1 2lJ3 Y P6nyodisan Jasa

Pofteiken Poralalen
K6ris

Jumlah Pereletan ksrja
yang dip€rbaiki

70 Unit
34,961,474,96

70 Unit
34,400,000,00

140 [,nlt
69,361,474.96

sekrotaflat Eadan
Kauangan
Daarah

5 02 01 203 10 Fanyedlaan Alat Tuli,
Kontor

Jumlah aEt lults ygng di
b6li

EO Jsnrg
160,000,000.00

60 JBNIS

160,000,000.00
160 Jenis

320,000,000.00
Sekrotariat Eadan

Keuangan
Da6reh

5 0l 203 11 Penyediaan B8rang
CEtdkqn dan
Pengg&ndaen

Jumlah Barang catakan
yang tersodia

7 Jenit
85,000,000.00

7 Jonis
85,000,m0.00

14 JeniB
170,000,000.00

Sekretariat Badan
Kouangan
Da6rah

01 203 12 Ponyedla6n Komponon
lnstaleBi
LletrlldPancrangan
Bengunan Krnlor

Jumlah komponon ln6tala6l
lirtrlldpenerengsn
Bangunan kantor y6ng
t6r3edia

25 Jenis
15,000,@0.00

25 J6niB
15,000,000.00

50 Jenis
30,000,000.00

Sekrotdriat Baden
Kiurogan
Daerah

gz 01 203 13 Penyodiaan PoralEtan
dan Porlongkapan
Kantor

Jumlah P6relatBn dan
Porl6ngkapan Kantor yang
dib€li

I unit
33,000,000,00

Unit
33,000,000 00

16 Unit
66,000,000,00

liskretanat Eaoen
Keuangan
Daerah

02 01 203 Ponygdisan Eahan
Bacadn d6n Petatufan
Parundang-Undangan

Jumlah bahan baoaan dan
psraturan p6rundang-
undangen

30 M6dla
60,000,000.00

30 M6dla
00,000,000.00

60 M6diE
120,000,000.00

Seketarial Badan
Keuangan
Dserah

02 01 203 17 Ponyediasn Makanan
dsn Minuman

Jumlah penyadiaan
makanan dan minuman

2 Jenis
35,000,000.00

2 JaniE
35,000,000.00

4 J6niB
70,000,000.00

sekrctariat Bsdan
K6u6ngan
Daarah

5 oz u1 2l'l3 18 Rap8t-Repat Kordina6i
dan Konsulta8i ko Luar
0aorah

Jumlah Pgrjalanan Dinas
Luar Daerah

152 K6li
300,000,000.00

152 Kali
480,000,000.00

304 Kali
780,000,000.00

s6Krfianat Eedan
KeuangEn
Daer6h

$.$$*f;, #$
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TuJurn
lndlkrto
r TuJurn

Sarar
an

lndlketo
r

Satrrrn

KODE

NOMENI(LATUR
URUSAN

KAAUPATEN/KOTA

lndlkrtor
l(norj. Progr.m

(outcom.l drn Koel.lan
(outputl

Trrgot Klnr{a Frogrum drn Xarangk! P.ndln.an

Unlt Ked.
Psrrnqlit

Dlorrh
Ponrnggu
n0 Jew.b

Lokr'l2
o,c:)

z
fr,
E

o2
o
E

T
&Ic
o.

2,t
6
lUI

z
ts

o
llt
Y
E
o

T.hun 202{ Tahun 2022
Xondlil Kln.rj. prd. rkhlr P.rlod.

Ronltar P.rangkrt Da.rrh

Talgot Rp. Trrgct Rp. Trrg6t Rp.

1 2 3 4 e 0 1 E I 10 11 12 l3 14 15

5 01 20s 22 PBngadaan
Perlengkapan G€dunq
Kantor

Jumlah AC yano dib6li 4 Unit
24,000,000,00

Unrt
50,000,m0.00

I Unrl
74,000,000,00

$el(rgtanat Badan
Keuangan
Dmrah

oz 01 203 Pengadaen MeDolsur Jumldh Maja Ruang
Pertemuan yEnO dib6li

23 unrt
46,000,000.00

z3 Unit
46,000,000 00

46 Unit
92.000,000,00

Sskretariat Badan
Keuangan
Da€rah

Jumlah Kursi Ruang
Pertomuan yang dib6li

40 Unrt
32,0@,000.00

62 unrt
62,000,000.00

102 Unit
04,000,000.00

6 o2 o1 zo3 ZT Pom6liharaan
Rutin/Berkala Rumah
Din66

Jumlah Rumah Dinag yang
tgrpolihara

1 Un(
5,000,000

unit
15,000,000

2 Unit
20,000,000.00

Sekrotariat Badan
Kouangsn
0a6rah

92 01 203 28 P6moliha166n
RutirlB6rk€la GodunO
Kents

Jumlah Godung l€ntor
y6ng terpolihara

1 Unit
26,000,000

unll
30,000,000

2 Unlt
56,000,000.00

sol(rotanat Badan
Kguangan
Daorah

Jumleh Ponjaga Kantor
yang dibayarkan

2 UrAng
24,000,000

2 0rang
24,000,m0

4 Omng
4A,000,000.00

seKretanat Badsn
Kauangan
Daorah

5 o? 01 zo3 3t] Pomeliharaan
Rutin/Barkala
Kendaraan
DinaB/Oporarional

Jumlsh kendersan
dina{op6r6sional yang
t6rpelihara

a unit
2E7,601,960.04

a4 Unit
268,548,370 60

68 Unlt
536,150,330,64

Sekrotariat Badan
Keuangan
Da€rah

Jumlah Sopir KBpelE
Eadan yang dibqyarkan

1 OB
12,000,000

1 ots
12,000,000

208
24,000,000.00

Sel(rgtarlat Badan
Keuangan
Deerah

5 01 203 32 P6meliharaan
RutirrBerk6l6
Psrlgngkapan Gedung
Kantor

Jumlah Perl6ngkapsn
Godung Kantor yang
tErpolibara

28 Unlt
14,000,000.00

2B unrt
20,000,000.00

b6 unl
34,000,000.00

sokrotariet Badan
K6uangan
Daerah

$ffifi$fi$$
RENCANA PROGRAM DAN TEGATAN SERTA PENDANAAN
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Tururn lndlkrto
r TuJurn

3rttr
ln

lndlkrto
r

Srxnn

KODE

NOMENKLATUR
URUSAN

KABUPATEN/KO?A

lndlk tor
Kln d. Progr.m

{oulcom.) d.n KcAliln
(ousutl

TffC.t Xlnarla Prognm d.n l(.r.ngkr P.ndrnarn

Unh X.fl.
Porrngkrt

Dacrah
Prnrnggu
ng Jrw.b

Lok!rl2
fr3
EI

z
fi5
a,,
I
o
o

IIc

H

2
T

E
ts

z

6
ul
Y
E
v,

T.hun 2021 Trhun 2022
Kondld Kln.rl. p.dr rkhlr P.rlod.

Ramtrr Prrangklt D..rrh

Trnt.t Rp. T.rgct Rp. Trrgel Rp.

t 2 3 4 e 0 7 0 I 10 fi 12 't3 14 t5
6 o2 0l 701 Pcnlnglotrn Dl.lpln

d.n Kapa.lt a Surnb.,
Oaya Apar.tut

Paltant.3a DlilPlln
Aprrrtur

100 FCraen
327,000,00o.00

,l00 Pallon
803,Om,oqt.q)

100 Panan
720,000,000.00 8.krfirlrt

Badan
Kouangan
Drenh

6 0z o1 zw z Pengsdaan Pokaian
Oines Beerla
P6rlangkapannya

Jumloh pakal.n dinas
(PDH) b€!.rte
p€rlcngkapannye yeng
ter&dia

80 stal
40,000,000

so Stal
40,000,000

160 Slel
80,000,000.00

S€kretariat Badan
Kguen0an
De6rah

6 oz 0'l 204 Pengrdaan Pakaisn
Khulur Hari-harl
Tertortu

Jumlan Pakaien batik yang
tsrrcdia

60 stet
28,000,000

80 Stel
34,000,000

160 St6t
€0,000,000.00

Sekroteriet Bsdan
Keuanogn
Daoreh

Jumlah pakaEn olth rSga
yenC t6r8odia

80 St6l
26,000,m0

BO stsl
34,000,000

160 Stet
60,000,000.00

6 0t 204 9 Pendidll€n dan
P6letihen Formol

Jumlah pegawar yang
mongikuti p6ndidlkan dan
poletihan tormel

2 Orang
s0,000,000.00

Orang
50,000,m0.00

4 Oreng
1 00,000,000.00

Sekroteriat Baden
K6u6ngan
Deersh

6 02 o1 zw 10 Soslaliaa3i Psmturan
Porundang{nd6ngan

Jumlah SorialiBasi 2 keli
100,000,000.00

2 l(alr
150,@0,000.00

4 kalr
250,000,0@.00

sok€ltnat Eadan
Ksuangan
Daareh

t oz o1 2W 11 Bimbingan Tcknlt
lmplementari Poraturan
PrrundanCundengan

Jumlah pcaewai yang
mengikuli BIMTEK
implgmentasi poreturen
porundang.undengan

10 Orano
85,000,000.00

10 ()rang
85,m0,m0.00

zo orang
1 70,000,000.00

sekretset Eedan
Ksuangan
Dagrah

! UNSUR PENUT{JANG
URUSAN
PEIIERINTAHAN

4,68t,tt0,0o0.00 5,1t1E,200,@0.00 9,732,0CO,000.00

tililtil**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
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TuJu!n
lndlkrto
r Tulurn

$rl.r
ln

lndlkrto
f

Satann

KOOe

NONENKLATUR
URUSAN

KABUPATEN/KOTA

lndlkator
Kincrli Progrum

(outoom.l dln Koglatln
(oulput)

Tsrgct Nlnodi Program drn Kffanoke Fondrnlan

Unlt X.rlr
Pir.ngket

Drenh
P.nrnggu
ng Jrvrrb

Lokr'l2
fii
E

2

6t3
Id6
d

I
dc

H

2.

F
a(

o
uJ
ts

2
ra(
o
ulx
g
o

Tehun 2021 Tlhun 2022
Xondlrl Kln.rlr pidr rkhlr Prrlod.

Rrnltra Porangkrt Oaorrh

Trrgot Rp. T&rgol Rp. Trrgot Rp.

1 2 3 4 6 0 7 I 0 't0 11 't2 13 14 10

(1)
Ketepat6
n waktu

PSnyusu
nen
APBD
den
Psrubah
an
APBD
K6bupat
6n Tebo

t Z z FROgRAM
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Pontntata Paraturafl
Dlcrrh ttg APBD drn
Perituran Koprla Daorsh
ttg P.nJ.blrrn APBD
t.rbll aiaurl dongrn
aturrn ysng badaku

100 F!r!6n
900,000.000.00

100 Prruon
1,006,000,000,00

100 Forlon
1,856,0@,000.00

Elging
Angg.nn

E dan
Kou{ng.n
Dmrrh

Piruanttsr dokumon
kouao0an drcrrh yrng
tcrblt a6ual dongrn
aturen yang borlaku,

100 Pe]lon
1,,l 63,600,000.00

100 Pc6.n
't,270,000,000,00

100 Pa60n
2,423,500,000.00

Eldrng
Porb.ndrh
araln

EiClan
Xaurngrn
Daarrh

Pcronlaao LaPoran
Kaurngan P.marintah
Kabuplton yrnc 

'rlutl8AP

100 Prrrrn
032,00{t,000,00

100 Fcr8cn
72t,000,000.00

roo Farlan
,,3t7,000,000.00

Etoang
Akunta.l

EAOan
Kauingrn
Dr.rrh

6 z 2 201 Koordlnml drn
Panyurunan Rrrcan!
Anggrnn Dtcrrh

Jumlrh doNuman
kcuangan daarah yrng
torblt

E DOkUmC
n 060,000,000,00

E DOkUma
n 1,006,000,000.00

lE Dokum.
n 1.066,000,000.00

Bldrng
Anggarrn

Brdrn
K.usngan
Dacreh

2 2 201 1 Panyu$unan KUA dsn
PPAS

Jumlan dokumon KUA drn
PPAE

2 Dorume
n 43,750,000,00

u0Kume
n 50,000,000.00

4 Llokume
n 93,750,000.00

tsrdang
Anggaran

Badan
K6uangan
Oaereh

2 2 201 2 P0nyuaunan PeruD9nan
KUA dan Porubshan
PPAS

Jumlsh dokumen KUPA
dan Perubahan PPAS

2 Dokume
n 38,750,000.00

2 Dokume
n 50,000,000,00

4 Dokumo
n 88,750,000.00

Eldsng
Anggaran

Badan
Kouanoan
Dsarah

? ?o1 Panyusunan Peratulen
dsorah t.ntang APBD
den Psraturan Kdpala
D€srah t8ntang
ponjab6rrn
APBD

Juml6n Poroa APtsD dgn
Psrk6da A,PBD

4 Dokume
n 572 000,000 00

4 Dokum6
n 590,750,000,00

I Dokums
n 1 ,1 62,750,000.00

tsidang
Angg6ran

Badan
Keuang6n
Daerah

$fi$ ff$fi
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KABUPATEN'(OTA

lndliltor
Klncrlr Progr.m

(outcorml dan l(oglrt.n
(output)

Trr,oot Klnrrrr Progr.m dln Karmgkr Pmdanein

Unlt l(arr.
Porrngket
Dainh

P.n$ggu
ng Jrwrb

Lokr.l2
fr5
E

z
fit
G,
o2
o
@

I
d
EII

z

E

2t
ogl
I
a5
ah

Trhun 2021 Trhun 2021
Kondlri Klncrrr p.dr rkhl, Prrlodc

Ranrtlr Porrngkat Dagrrh

Tffoat Rp. T.rg.t Rp. Trrgot Rp.

1 2 3 4 6 3 7 I 0 10 il 12 13 14 1t

(3)
Pcr6snts
EE

Scrapgn
Balanjs
Oaarah

2 201 6 PanyuEunan p6ralurqn
dserah tentano
Perubshan APBD dan
Peraturao KEpala
Daorah tentang
ponjeberen Perub€han
APBD

Jumlah Parda P-APBD dan
PoTKgda P.APBO

4 Dokumg
n 132,500,000.00

4 DOkUmA
n 151,250,000,00

I Dokuma
n 283,750,000,00

Eroang
Anggaren

tsadan
Kouangan
Da6rah

2 2 zu1 Ponyugunan Ptraturan
Kopala oaerah tsnteno
lehnis Penyugunen
Anggaran SKPD

Jumleh B,mtok dan
Soslelisasi yang
dilak$ansken

2 Keli
163,000,000.00

2 Kall
163,000,000.00

4 Ks[
326,000,000,00

Bidang
Anggaran

Eadan
Kouangan
Oaorsh

! 2 2 202 Koordln$l drn
Prngrlolran
Pe6andihrrsm
Da.r.h

Patt.fitaaa 0P0 drnoil!
rurllri.l 178%

100 P.r|.rn
,t,1t3,500,000,00

100 Pon.ln
1,270,000,000.00

loo Fcracn
2,.123,C00,000.m

Erdang
Perband.h
lttan

Z 2 7l.l2 o KOOroma8l [r6n06lolBln
oana Parlmban0en dan
Dana Trensfor Lalnnya

Jumleh DokumEn Ldporan 93t, dokum6
n 418,500,0@.00

930 dol(um6
n 425,000,000,00

1E7 dokum6
84S,500,000,00

Bldeng
Perusndah
arBin

tsaden
Kouangan
Da6rah

2 2 202 4 Pempl.ososen,
Pgnsrbitan dan
PondlltribusiEn Lembar
8P2D

Pattentego SPIJ dan sPzL)
ysnc
(due)

tarblt kurong dari 2
hari kBrje

lUU Hefsgn
350,000,000.00

100 Pcrssn
420,000,000.00

'100 Pgroen
770,000,000,00

BidenC
P.rbcndah
araah

B6dan
Keuengan
D6erah

5 2 2 20? 5 KoordhE8i Polakoanaan
dqn Panolitisn
Kalengkapan Dokumon
SPP dan SPM.
Pombsrian Pembcbsntn
Rlnclan Psnggunaan
Atas Psngelshan SPJ
Oeii dan Non Gail, Serte
Ponerbitan SKPP

Pergenta9e Penolitian
Kolengkapan Dokumon
yang torbit kurung dari 2
(due) heri kerje

100 Porten
300,000,000.00

'!00 P9r80n
320,000,000.00

100 P6rs6n
620,000,000.00

Eidang
Perb€ndah
araan

Badan
Keuangan
DaBreh

$fr.*$$$$
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KOOE

NOMENKLATUR
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KABUPATEN/I(OTA

lndlk.tor
Kln.rra Progrrm

{outaorm} drn Krglrtrn
(outputl

Trn0.t XlnarJa Progr.m dln XcnnCk! Pmdrnmn

Unit Xcrjr
P.rrngkat

Dmnh
Ponrnggu
ng Jiwlb

Lokslz
fi
E:'

3
d

H

z
r(

6
Iu*

2(
6
utI
65
th

T.hun 202'l Tlhun 2022
Kondlri Kh.rJ. prd!.khlr Pidod.

Rtnttrr Poradgkrt Da.rrh

Trrgot Rp. Trrgrt Rp. lrr0.t Rp.

I 2 3 4 6 0 1 I t 't0 It 12 1C 14 1e

(2) Oplni
BPK
Torh.da
?
Laporan
Kouangg
n
P6mcrint
6h
Oaorah

2 2 zoz a Rskonsrllgsi Data
PonerimaEn dan
PBngolusren
Kqs $erts Pamungutan
ddn P6rfiotongan AtaB
SP2D Dsngan lnstcngi
Te.k!it

Ju,nlah Dokumcn tsorita
Ac6ra Rekon

834 UOKUmO

n 85,000,000.00
S34 Dokume

n 1 05,000,000.00
166 Ookume
I n 190,000,000.00

Bldeng
Perbondah
araan

Bedan
K6uangan
Datrah

6 7 7 zor Koordlntll otn
Pclakarnlrn
Akuntlnal dan
P.hporen K.uingan
Dianh

Jumtln uoxumcn
Lrporen Kauangln OPD
yong rstual tLAP

.10 Ookum.
il 832,000,o(xl"00

40 Dokum
n 72t,000,000.00

80 E,01(um9
1,t07,{t00,000.00

Erdrng
Akuntrnal

E drn
XaurnCrn
Dacrrh

9 2 2 203 Koordlna6l Penyuounan
Laporan
Pirtan00ungjaweb.n
Pelsksenaan APBD

Jumlah Dokumsn 2 001(uma
n s7,000,000.00

z DOkUm6
n 97,000,000,00

4 Dokumt
n 194,000,000.00

Bidang
Akunt.nrl
dan
Peleo016n

Badan
l(euang6n
Daersh

2 i! 't03 4 Koordinari dan
Penyurunan REncengqn
Peraturen Deorah
T6nt.ng
PErtang0ungjawaban
Polakean6an AP80
Provinsi dan
KabupatEn/Kota

Jumloh Dokumen 2 Ookumo
n 144,000,000.00

2 DOl(ume
n 144,000,000.00

4 DOkUmO
n 28A,000,000.00

tsroang
Akuntansi
den
Pelaporen

BAden
KouEngan
Daerah

5 203 Kon$lidasi Laporan
K6uen0an SKPD, BLUD
dan
Leporan Kousngan
PEMDA

Jumlah guku LaPoran
Ksuangan Sgmogtomn
Kab. T6bo

b{] tsuKU

20,000,000.00
50 Buku

55,000,000.00
100 Buku

75,000,000.00
tsidang

Akuntansi
dan
PalaporBn

tsadan
K6uangan
Daorah

Jumhn Euku Lepoilm
keuangan Akhir Tehun

'to! tsuKu
1 1 1.500,000,00

100 Buku
134,500,000.00

200 Euku
246,000,000.00

Jumlah Buku Laporan
Prognoois lGb. Tobo

50 Buku
20,000,@0.00

50 Buku
95,000,000.00

100 Euku
75,000,000.00

2 2 203 I RoNonstIasr flQalB€3r
Pandapatsn dan Belenja
Sorta Pembiayaan

JumlEh Doxumon Laporan 1 uoKume
n 48,500,000.00

1 Dokumo
n 48,500,000,00

2 Dokumo
n 97.000.m0.00

Eidang
AkuntanEi
dan
PBlaporEn

tsaden
Keuengan
Daerah

$frfixf;$$
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KODE

NOMENKLATUR
URUSAIII

I(ABUPATEN/KOTA

lndlk.tor
Xlnarj. Program

(outcom.) drn Kaglrtan
(outputl

Trrgct KlnorF Progr.m dtn l(.rrfigkr Pcndrnrln

Unlt K.rrr
P6rrngkat

Dror.h
Ponrnegu
ng Jrw.b

Lokill2
fi
E

2
fi3g
:,
o2(
o
E

I
d

H

,

E

2

u,
uII
E
a

Tdhun 202{ Tihun 20li Nondu Kln.ilr prdr rkhlr P.rlod.
Rinitr. P.nngkit Dru.h

Trfg.t Rp. Trrgit Rp. Trrget Rp,

t 2 3 4 t E 7 E t t0 11 12 13 14 16

2 2 203 I Ponyu8undn Keo[aK8n
dah Pandusn Tcknis
Operasionrl
PenyolenggareEn
Akuntan6i Prmorifitah
Drerah

Jumlah buku kabuakan
akuntansi pomorinteh
daarah

80 tsuku
65,500,000,00

BO tsuku
65,500,000,00

160 EUI(U

131,000,000.00
Er0ang

Akuntansl
dan
PelaporSn

tsBdan
Keuangan
Da6rah

(2)
Taryvu
judny
a
prnal
auE6h
€€n
baran
g milik
deore
h
yang
t6rtib

(1)
Parrante
6c Aset
T6tEp
yang
dimanfe
atkan

(2)
Pc18enta
ro Asst
Tct&p
ysng di
Gunakan

2 z ,au3 't2 Pslaksrnaan Pemblnaan
dan So8lellrecl Tenleng
Penyuiunan Laporan
KauenBan Pomorintah
Daorgh SBsuai Siotem
Akuntan8l Psmoflntah
Oaorah

Jumlah Or8ng yang
memahemi panyuBunan
leporan keuangan

40 Qrang
125,500,000.00

40 l)fang
1 25,500,000 00

40 Olang
251,000,000.00

Bidang
Akuntanii
dan
Pelaporan

Badan
Keuangan
Desrah

3 PROORAM
PEN6ELOLAAN
BARANO MILIK
DAERAH

P6]lant'ls Llpofan
B.f'ng Mlllk D.or.h
&rual atu?an yrng
bcdrku

too Feron
968,3C0,000.00

100 P.rtcn
1,'t73,200,000,00

100 Fanon
2,1$,|,Ceo,000,00

Bldang
Arcl

Etdrn
Kauangan
Ororrh

t z 3 201 Fongslolmn Brrrnc
lrlllk Da.ruh

Jumlah LrPoran KIE oFD
Y.ng Sofual Dongin
Prrrtulrn Fcrundin!.
undingrn

.4' OFD
968,S80,000.00

iO OFD
I , I 7s,20o,0oo,oo

.to oPD
2, I al ,0t0,000,00

Blden0
A.ct

Bralan
Keurngrn
Dearrh

5 2 zul I Koordinall den
Panyu8unan Standar
Harga Bardosarksn
Jenis den Tipo Barang

Jumlah Bul(u Stendar
Satuan Her0e

?50 Eul(u
120,000,000.00

2$0 Buku
130,000,000.00

500 Buku
250,000,000,00

Bid6ng
A.sst

Badan
K6uangan
Daerah

0 3 20'l lnventarisaoi Barang
Milik Daorah

Juml6h Dokum€n laporan
data sset dgerah

45 Dokume
300,000,000.00

45 Dokuma
n 378,200,000,00

90 Dokufilo
n 678,200,000,00

tsidsng
A3€t

tsadan
Kouangan
Oaerah

2 3 ?o1 T Koofdnasr Pelax8anean
Pongsmantn Flsik,
Admhirtrasi den Hukum
Bsrang Millk Daorsh

Jumlah Dokumcn
kep6mllikan Brrsng Milik
Daorah

350 Ool(umr
n 200,000,000.00

400 Dorumo
n 300,000,000.00

400 uoKumo
n 500,000,000,00

tsEang
Aoct

EAOAn
Keuangan
Oaernh

$$*$*$$RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANMN
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lndlkrtor
Kln.rj. Progr.m
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(output)

Tlrg.t XhffJr Program drn Kanngka P.ndEn.rn

Unlt Ksrlr
Perrngkat
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Paninggu
ng JrYrrb

Loklli2
s3x
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fie
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ts{
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ts
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Tahun 2021 Tlhun 2022
Kondlsl Kln.rra prd..khlr Porlodc

Rinatrr Poaangkrt Dsrrah

Tafgot Rp. T.rgot Rp. Trrg.t Rp.

I 2 3 4 t 0 7 I t t0 t1 12 13 14 16

($)
TErwu
ludny
a
Penin
gkata
n
Realie
aei
PBnda
petsn
DaGrE
h

(1)
P6rs6nta
3e
cepaian
p6ndapq
tEn
daerah

(2)
P€rsonta
so Ra6io
Karnandi
rian
Kauanga
n
Daorah

201 I Koordlnaai, pangowag€n
dan pongtsndElian atag
Panggunsan,
PomanfsBtan,
PomuSnahan dan
Pcnghapu6en Barsng
Millk Degrah

Juml6h Dokumen
Pemanfegtan dan
Pongh6pu60n

Dokume
n

163,350,000.00
b

Dokums 1 65,000,000,00
10

Dokume
n

328,350,000.00
Eidang

Aset
Badan
Ksuangan
Daerah

5 Z 3 za1 13 Koordinasi dan
Psmbinaan Pangelolaan
Bareng Milik Deerah

Jumlah Psngurus Bartng
Pongguna d6n Peiabat
Panatausahasn P6n0guna
yang berkompsten

80 Orang
1 75,000,000.00

80 Orang
200,000,000,00

160 Orang
975,000,000.00

adang
Aset

Eadan
Kousngan
Daerah

! z 4 FROGRAM
PENGELOLAAN
PENDAPATAN
OAERAH

Porrrnt ro clprlrn
tlrgct pandrprtsn dlcmh

06 Plrton
890,000,000"00

9E.5 Porlon
976,000,000.00

e0,
5

Paru3n
1,80C,000,000.00

Eldrng
P.Jak dm
P.ndrpltr
n Lrlnnya

E!dm
Kourn$rn
Dacreh

z 4 zq7 PircncanaEn,
Prngombrntran,
Psne.ndillsn d.n
Evrlu!3l Plndap.tsn
Dtarrh

Parlontlto capalan
trrget p.ndspitan dscruh

aE Faroan
890,000,000,00

EO.t Frrtcn
tzt,000,000.00

aE. Pt6en
6 1,E66,000,000,00

Eroing
Pd.k d.n
Pend.prta
n Lrlnnyr

Eiorn
Keuangan
DaorEh

4 242 7 Penyusunan Kobl,el€n
Tontang lntemifikasi
Pajak Daorah dan
Rotribusi Daerah

Per$ntaso Capsian Targst
Pajek Daarah

9S Psrsan
400,000,000.00

100 Psrssn
440,000,000.00

100 Perasn
840,000,000.00

Bidang
Pejak dan
Pandapata
n Lainnya

Badan
K6uangan
0a6reh

5 Z 4 202 4 Pgnyu8unan dan
Ev6luaBi K6buBkan
Tentang
Sist6m Adminiatresl
P6layanan Psjak Daerah
.trn Flatribtlsi Ilrcreh

Jumlah Jsni$ P6iEk 9 Jonis
PaJak 200,000,000,00

Jenlr
Pajak 220,000,000,00

I Jenrs
Psjek 420,000,000.00

ur0an9
Paiak dan
P€ndapale
n Lainnya

Bad8fl
Keuangan
Daareh

2 4 202 10
Daerah

Per8ontage PenumbuhSn
Piutang pajak

PATSBN

230,000,000.00
'13 P6rsen

250,000,000,00
13 Person

480,000,000,00
Bidang

Pa,lak dan
Pendapata
n Lainnya

Badan
K6uangan
Daereh

$*$&$&#
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frrgrt Rp. T.rgl( Rp. T$e.t np.

I 2 g 4 c I I I t t0 1l 12 13 14 tt
5 2 4 202 11 MonllorlrE dm

evalursi PomungutBn
P4ak Da.rah din
R.tilburl Daarih

12 Kecamgt
tn 60,000,000.00

'lz K6CAmat
an 85,000,000,00

12 Kocamet
an 125,000,000.00

urosng
P.J.k d.n
Pan(hpeta
n Lahnyt

Eeoin
Kauangan
Decrah
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PERUBAHAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN

2417-2022

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

lndikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan, atau bisa juga diartikan suatu variabel yang digunakan untuk

mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi

dengan berpedoman pada targettarget dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa

indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan

pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

lndikator kinerja (performance indicafoy' sering disamakan dengan ukuran kinerja

@ertormance measure). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria

peng uku ran kinerja, terdapat perbedaan makna.

lndikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu

hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kineda, sehingga bentuknya

cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu

pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif.

lndikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat

ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi, yang tentunya tetap mengacu pada

rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun indikator kinerja perangkat daerah Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Tebo sebelum perubahan RPJMD Kab. Tebo 2017-2022 tersaji dalam

Tabel7.1 :

TabelT.{
lndikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2A17-2020 yang

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJiliD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022

llo lndikator

Capaian
awal
tahun

RPJHD
(20r7)

Capaian redap Tahun
Taryd

Gapaian
Tahun

mta 2019 *20
1 2 3 4 5 6

1 lndikator Kineria Utama

Ketepatan waktu penyusunan APBD dan
Perubahan APBD Kabupaten Tebo

Tepat
waktu Tepat Waktu

Tepat
Waktu

Tepat
Waktu

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

WTP WTP WTP WTP

Persentase serapan belania daerah 89,54% 95,46% 94,',170/o 90,00%

KIiIERJA PENYETITTGGARAAN BIDAITG URUSAT{



PERUBAHAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN

201.7-2022

No lndikator

Capaian
awal
tahun

RPJI'D
120171

Capaian eetiap Tahun
Taryet

Capaian
Tahun

20{8 2019 zom

Persentase Aset tetap yang dimanfaatkan 0,0068% 0,0@r% 0,0076% a,0079%

Persentase Aset tetap yang digunakan 99,93% 99,93% 99,95% 99,970/o

Persentase capaian pendapatan daerah 95,69% 1AO,470/o 99,2470/o 98,000/o

Persentase Rasio Kemandirian Keuangan
Daerah

8,76Yo 9,440/o 9,88% 7,500/o

2 lndikator Kineria Porqram

Persentase Penyelesaian Administrasi
Perkantoran

lOOo/o lOOo/o lOOo/o 100%

Persentase Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Aparatur

1O0o/o IOOYo lNYo 1N%

Persentase Disiplin Aparatur 100% lOOo/o IOOYo lOOo/o

Persentase Peningkatan Sumber Daya
Aparatur yang Memenuhi Standar
Komoetensi

10o/o 2oo/o 31o/o 4Oo/o

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

WTP WTP WTP WTP

Persentase Capaian Target PAD 91,240/o 't02,190/o 1A7,98% lAOo/o

Persentase Legalitas Tanah Aset
Pemerintah

31,50% 33,00% 35,00% 3goa

Jumlah Dokumen Keuangan Daerah yang
terbit sesuai dengan aturan yang berlaku

5
Dokumen

5 Dokumen 5
Dokumen

5
Dokumen

Persentase Realisasi Serapan BL, BTL,
Pembiayaan

89.54o/o 95o/o 94,170/o 89.90%

Persentase Optimalisasi asel yang tidak
lagidimanhatkan 0.0053% 0.0054% 0.0043% 0.0043%

Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik
Daerah yang Wajar

Tepat
Waktu

Tepat Waktu
Tepat
Waktu

Tepat
Waktu

Jumlah penyelenggaraan pameran
investasi

1 Kali l Kali l Kali 1 Kali

Sejalan dengan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Tebo maka lndikator

kineria perangkat daerah juga mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Perubahan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Tebo melaksanakan Misi lll yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

(Good Govemance) dan menjalankan Tujuan 3 yaitu Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kabupaten Tebo Tahun 2017-

't22 tersaji dalam Tabel7.2.

KINERTA PEI{'{ELENGGARAAN BIDANG URUSAN



PERUBAHAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN

2011-2022

Tabel7.2

lndikator Kineria Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021-2022yang

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJiiD Kabupaten Tebo Tahun 2A17-2022

ilo lndikabr
Target Capaian*tiap Tehun Kondlsi Klnerla

pade Akhlr
Periode BPJIDmzl 2A22

I 2 3 4 5

1 lndikator Kineria Utama

Ketepatan waktu penyusunan APBD
dan Perubahan APBD Kabupaten
Tebo

Tepat Waktu Tepat Waktu TepatWaktu

Opini BPK Terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

WTP WTP WTP

Persentase serapan belanja daerah 95,00% 90,00% 90,00%

Persentase Aset Tetap yang
dimanfaatkan

0,0081% 0,0079% 0,0079%

Persentiase Aset Tetap yang di
Gunakan

99,98% 99,970/o 99,970/o

Persentase capaian pendapatan
daerah

98,00% 98,00% 98,0070

Persentase Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah

8,00% 8,000/o 8,00%

2 lndikator Kineria Pomram

Persentase Capaian Kinerja dan
Keuangan

100.00% 100.00% lOA.AOo/o

Persentase Penyelesaian
Administrasi Umum

100.000/o 100.00% 100.@%

Persentase Peraturan Daerah ttg
APBD dan Peraturan Kepala Daerah
ttg Penjabaran APBD terbit sesuai
dengan yang berlaku

1@.00% 100.AOo/o 1m.00%

Persentase dokumen keuangan
daerah yang terbit sesuai dengan
aturan yang berlaku.

100.00% 100.00% 100.00%

Pesentase Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten yang sesuai
SAP

1OO.No/o 100.00% 100.00%

Persentase Laporan BMD Yang
Sesuai Dengan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku

100.00% 100.00% 100.00%

Percentase capaian target
pendapatan daerah

98.00% 98.50% 98.50%

KIhIER'A PENNTEENGGARAAfT BIDAT{G URUSAN



llo lrldikator
Target Capaian setiap Tahun Kondisi Kineda

padaAkhir
Periode RPJTD2o,21 202i2

, 2 3 1 5

3 lndikator Kineria Keoiatan

Persentase pembayaran gaji ASN
dan Tunjangan ASN

lOOo/o 1000/o 1ffJo/o

Persentase Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Aparatur

100% 1A0% 100%

Persentase Disiplin Aparatur 10()o/o 100o/o l@Yo

Jumlah dokumen keuangan daerah
yang terbit I Dokumen I Dokumen 8 Dokumen

Persentase OPD dengan realisasi >
7iYo

lOOo/o 1O0o/o lOOo/o

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
OPD yang sesuai SAP

40 Dokumen 40 Dokumen 40 Dokumen

Jumlah Laporan KIB OPD Yang
Sesuai Dengan Peraturan
Perundang-undangan

40 OPD 40 OPD 40 OPD

Persentase capaian target
pendapatan daerah

98,00% 98,05% 98,05%

XII{ERIA PEi'YEI.EiTEGARAAT BIDAI{6 URT'SA'{



BAE VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-

z[22merupakan dokumen perencanaan yang berisi peniabaran Tuiuan dan Sasaran

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo yang penyusunannya berpedoman pada

RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2A22. Pelaksanaan Renstra Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Tebo telah dilaksanakan melalui pembangunan Tahun 2A17 
'

2018,2019, 2A2O (sedang berjalan) dalam dokumen Renja' Capaian pembangunan

Tahun 2017,201g,2019 telah memberikan ganrbaran kondisi Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Tebo. Berdasarkan pengendalian dan evaluasi Renstra, serta

berpedoman pada RPJMD Perubahan Kabupaten Tebo, maka perlu dilakukan

penyesuaian, perbaikan dan perubahan dalam kebijakan-

Keberhasilan pencapaian tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo

tahun 2Afi-2O22 sangat tergantung dari seluruh sumber daya organisasiyang ada di

dalamnya, terutama komitmen seluruh komponen Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Tebo untuk melaksanakan Rencana Strategis tersebut dengan penuh

tanggung jawab. Selain itu ditentukan pula oleh kemampuan, kesiapan, dan

profesionalisme serta sikap mental sumberdaya Aparatur Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Tebo. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari seluruh aparatur Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Tebo dalam perw:ujudan tujuan Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Tebo tahun 2017-2422.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah

memberikan masukan, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sehingga Perubahan

Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 menjadi lebih

baik.

Keuangan Daetan$
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